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ABSTRAK 

Perlindungan hukum konsumen atas peredaran daging sapi glonggongan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Praktik glonggongan melanggar ketentuan 

keamanan pangan, kehalalan, dan kesejahteraan hewan. Negara wajib menjamin hak 

konsumen atas informasi, keamanan, dan kualitas produk secara adil, jujur, dan 

bertanggung jawab. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum 

yang diberikan kepada konsumen terkait dengan peredaran daging sapi glonggongan dan 

untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang telah diambil oleh pemerintah dalam 

menanggulangi peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat. 

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian 

hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan 

melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 

Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen 

terhadap peredaran daging sapi glonggongan berdasarkan bagi Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas 

hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan 

produk, serta hak atas ganti rugi. Konsumen yang dirugikan akibat pembelian 

daging sapi glonggongan berhak menuntut pertanggungjawaban hukum pelaku 

usaha karena pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 7. Pelaku usaha wajib 

memberikan informasi jujur dan menjamin mutu barang. Jika terbukti melanggar, 

pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana sesuai Pasal 

62 dan Pasal 19 undang-undang tersebut dan upaya pemerintah dalam 

menanggulangi terjadinya peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat 

melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi peredaran daging sapi 

glonggongan di masyarakat melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum. 

Aturan mengenai standar keamanan pangan diperjelas melalui kebijakan lintas 

sektor, termasuk keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta 

Kementerian Pertanian. Penindakan hukum terhadap pelaku dilakukan secara 

tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan sosialisasi 

dan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengenali ciri-ciri daging 

glonggongan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk yang 

sehat dan layak konsumsi. 

 

Kata Kunci : Daging Glonggongan, Konsumen, Peredaran, Perlindungan 

Hukum 
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ABSTRACT 

 

Legal protection for consumers regarding the circulation of "glonggongan" beef is 

regulated under Law Number 8 of 1999. The practice of glonggongan violates food 

safety regulations, halal standards, and animal welfare. The state is obliged to 

ensure consumers’ rights to accurate information, product safety, and quality in a 

fair, honest, and responsible manner. The objective of this research is to identify the 

form of legal protection granted to consumers related to the circulation of 

glonggongan beef and to examine the legal measures taken by the government to 

control its distribution in society. 

The method used in this paper is normative juridical legal research, conducted 

by analyzing the issues through legal principles and referencing the legal norms 

contained in statutory regulations. 

The result of this research is that legal protection for consumers against the 

circulation of glonggongan beef under Law Number 8 of 1999 on Consumer 

Protection guarantees consumers’ rights, such as the right to truthful information, 

the right to product safety, and the right to compensation. Consumers who suffer 

losses from buying glonggongan beef are entitled to claim legal responsibility from 

business actors for violating Articles 4 and 7. Business actors are obligated to 

provide honest information and ensure product quality. If proven to have violated the 

law, they may be subject to administrative, civil, or criminal sanctions under Articles 

62 and 19 of the law. The government has taken various efforts to address the 

circulation of glonggongan beef in society by strengthening regulations and law 

enforcement. Provisions on food safety standards have been clarified through cross-

sectoral policies, including the involvement of the National Agency of Drug and 

Food Control and the Ministry of Agriculture. Legal actions are firmly enforced 

according to Law Number 8 of 1999. In addition, the government has intensified 

public outreach and education to help consumers identify characteristics of 

glonggongan beef and raise awareness of the importance of selecting healthy and 

consumable products. 

 

Keywords: Glonggongan Beef, Consumer, Circulation, Legal Protection 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perlindungan konsumen adalah bagian hukum yang mencangkup aspek 

penting untuk menjaga tingkat keseimbangan relasi yang saling 

menguntungkan antara pihak konsumen dan pelaku usaha, yang bersifat 

mengatur, melindungi kepentingan konsumen, dan memastikan terpenuhinya 

hak-hak konsumen. Konsumen sebagai individu berhak memperoleh 

perlakuan yang adil, aman, dan bermartabat dalam setiap transaksi ekonomi
1
. 

Hak tersebut berhubungan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang 

menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Nilai ini memperkuat posisi 

konsumen sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara dari tindakan 

sewenang-wenang
2
. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam hubungan 

konsumen dan pelaku usaha menjadi pijakan fundamental dalam penyusunan 

regulasi dan praktik ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berkelanjutan harus 

dibangun atas dasar etika dan tanggung jawab, bukan sekadar keuntungan 

semata. Relasi antara konsumen dan pelaku usaha harus menjunjung 

kejujuran, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam setiap transaksi.  

                                                             
1 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2006, Hlm.388 
2
 Pratiwi, W. Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen Dan Ham (Telaah Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum 

Indonesia), 1(02) 2024. Hlm, 42 
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Perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian dari nilai keadilan 

dalam sistem hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek utama 

dalam kegiatan ekonomi. Konsumen sebagai pihak pengguna barang atau 

jasa, berhak mendapatkan perlakuan yang jujur dan adil dari pelaku usaha. 

Prinsip ini menempatkan hubungan antara pelaku usahdan konsumen secara 

seimbang dan setara
3
. Adanya kepastian hukum akan menjamin terwujudnya 

rasa aman dan percaya dalam setiap transaksi yang dilakukan. Tanggung 

jawab sosial pelaku usaha juga menjadi bagian dari upaya menciptakan 

lingkungan perdagangan yang beretika dan bermartabat. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

menjadi landasan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada 

konsumen. Ketentuan dalam undang-undang ini secara ttegas mengatur hak-

hak konsumen atas informasi, keamanan, kenyamanan, dan ganti rugi atas 

kerugian yang diderita akibat transaksi. Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap 

konsumen berhak memperoleh jaminan atas keamanan dan keselamatan 

dalam menggunakan barang. Ketentuan ini memperkuat posisi konsumen 

yang sebelumnya cenderung lemah dalam menghadapi kekuatan pelaku 

usaha. Instrumen hukum ini menjadi dasar perlindungan serta mendorong 

terciptanya hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha
4
. 

Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

mengatur larangan terhadap pelaku usaha memperdagangkan barang yang 

                                                             
3
 Yessy Kusumadewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Bhayangkara Jakarta 

Raya Jakarta, 2022, Hlm, 78 
4
 Niru Anita Sinaga & Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di 

Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Universitas Suryadarma, Jakarta Vol. 5 No. 2 (Maret 

2015), Hlm, 83. 
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tidak sesuai dengan berat atau isi bersih sebagaimana dicantumkan dalam 

label. Penambahan air ke dalam tubuh hewan sebelum disembelih seperti 

yang terjadi pada praktik glonggongan jelas melanggar ketentuan ini. 

Perbuatan tersebut menciptakan informasi yang menyesatkan tentang produk 

yang akan diperdagangkan. Konsumen apabila merasa membeli daging 

dengan berat tertentu, namun kandungannya tidak mencerminkan nilai 

sebenarnya. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi 

konsumen untuk menggugat dan memperoleh perlindungan atas kerugian 

yang dialami dalam transaksi yang merugikan tersebut. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan menegaskan pentingnya pengawasan terhadap produk 

hewan. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban 

melakukan pengawasan dan sertifikasi untuk menjamin produk hewan yang 

aman, sehat, utuh dan halal.
5
 Daging sapi glonggongan tidak memenuhi 

standar tersebut karena mengandung air dalam jumlah berlebihan yang 

memengaruhi kualitas dan daya tahan. Keberadaan daging glonggongan 

mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha 

terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. 

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga melarang perlakuan 

terhadap hewan yang menyebabkan penderitaan tidak perlu. Tindakan 

memaksa hewan mengonsumsi air secara berlebihan hingga lemas termasuk 

                                                             
5
 Anggaeni, T. T. K., Indraswari, N., & Sujatmiko, B. (2022). Sosialisasi pangan ASUH 

(Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dan jajanan sehat dalam upaya meningkatkan kesadaran 

masyarakat atas kualitas hidup sehat. Media Kontak Tani Ternak, 4(1), 27-35. 



 

4 

tindakan yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Praktik ini tidak hanya 

merugikan konsumen, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap 

prinsip kesejahteraan hewan. Pelaku usaha yang melanggar seharusnya 

dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga 

memberikan dasar perlindungan bagi konsumen yang membeli barang dengan 

cacat tersembunyi
6
. Pasal 1491 dan 1492 menjelaskan bahwa pembeli dapat 

menuntut pembatalan pembelian dan pengembalian uang jika barang yang 

dibeli tidak sesuai dengan mutu yang dijanjikan. Daging glonggongan yang 

tampak segar saat dibeli tetapi cepat membusuk dapat dikategorikan sebagai 

barang cacat tersembunyi. Perlindungan hukum ini menegaskan bahwa 

konsumen memiliki hak untuk menuntut keadilan melalui mekanisme hukum 

perdata. Pelaku usaha harus transparan terhadap mutu produk yang dijual dan 

tidak boleh menyembunyikan kekurangan produk kepada pembeli. 

Ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli 

adalah perjanjian antara pihak yang satu untuk menyerahkan barang dan 

pihak lain untuk membayar harga yang telah disepakati.
7
 Jika barang yang 

dijual tidak sesuai dengan kesepakatan, seperti berat yang ditambahkan secara 

tidak wajar, maka perjanjian jual beli dapat dianggap cacat hukum. Pelaku 

usaha yang menjual daging glonggongan telah mengingkari kesepakatan jual 

                                                             
6
 Licardi, S., Limpong, M. J. E., & Najib, M. Pertanggungjawaban hukum terhadap produk 

cacat yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Jurnal 

Kewarganegaraan, 7(2), 2251-2257, 2023, Hlm, 2252 
7
Syahfitri, T. (2018) “Tinjuan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata” Jurnal Hukum Das 

Sollen, hlm. 2 
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beli karena konsumen tidak mendapatkan kualitas produk sesuai dengan nilai 

yang dibayar.  

Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi daging sapi terus meningkat, 

terutama sebagai sumber protein hewani. Namun, ketersediaan produk yang 

aman dan bermutu belum sepenuhnya terpenuhi. Konsumen sering kali tidak 

memiliki cukup informasi dan keterampilan untuk membedakan kualitas 

daging yang dijual. Daging glonggongan yang beredar di pasar masih sulit 

dikenali oleh masyarakat awam, karena tampilan fisiknya tidak langsung 

mencerminkan kandungan air yang berlebihan. Ketidaktahuan ini, 

menyebabkan masyarakat terus menjadi korban dari praktik curang pelaku 

usaha.  

Daging sapi glonggongan memiliki ciri fisik seperti tekstur berair, 

warna pucat, mudah membusuk, dan berbau tidak sedap. Kondisi ini 

membuat daging tidak layak dikonsumsi karena berisiko tinggi terhadap 

kesehatan manusia. Kandungan air yang tinggi pada daging tersebut menjadi 

media tumbuh bagi bakteri berbahaya. Akibatnya, konsumen yang tidak 

menyadari risiko ini berpotensi mengalami gangguan kesehatan, seperti 

keracunan makanan atau infeksi saluran pencernaan. Kondisi ini sangat 

merugikan masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah yang membeli 

produk berdasarkan harga. Konsumen harus dilindungi dari bahaya 

tersembunyi dalam produk pangan dengan pengawasan yang ketat oleh 

instansi terkait. 
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Harga yang lebih murah menjadi daya tarik utama daging glonggongan 

sebagai solusi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
8
 Kondisi ini 

membuka celah bagi pelaku usaha untuk terus melakukan praktik tersebut 

karena permintaan pasar tetap tinggi. Dampaknya, pelaku usaha tidak 

terdorong untuk meningkatkan kualitas, karena keuntungan tetap dapat diraih 

dengan cara yang tidak etis. Ketidakseimbangan informasi antara konsumen 

dan pelaku usaha menciptakan ketimpangan dalam transaksi. Konsumen tidak 

mendapatkan barang sesuai nilai uang yang dibayarkan. Pemerintah perlu 

bertindak cepat dengan membatasi peredaran produk yang tidak memenuhi 

standar keamanan dan memperketat pengawasan di pasar-pasar tradisional
9
. 

Rendahnya literasi konsumen tentang ciri-ciri daging berkualitas 

memperburuk situasi. Banyak konsumen tidak memahami perbedaan antara 

daging segar dan daging glonggongan. Akibatnya, pelaku usaha tidak merasa 

perlu meningkatkan kualitas produk karena pasar tetap menyerap barang 

dagangan tersebut. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menggencarkan 

edukasi tentang cara mengenali daging berkualitas baik. Kampanye publik 

melalui media dan penyuluhan langsung di pasar menjadi salah satu strategi 

yang efektif. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga penting untuk 

menciptakan kontrol sosial yang kuat terhadap pelaku usaha yang tidak jujur. 

Literasi konsumen merupakan alat perlindungan yang penting di era 

perdagangan bebas saat ini. 

                                                             
8
 Andre Kurniawan. Perlindungan Hukum Bagi Konsimen Terhadap Peredaran Daging Sapi 

Glonggongan Di Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012. hlm 2 
9
 Johanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, 

Bandung, 1999, Hlm, 28 
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Tingginya kasus peredaran daging glonggongan menunjukkan 

lemahnya sistem pengawasan di sektor pangan. Ketiadaan kontrol yang ketat 

dari instansi pengawas menyebabkan produk yang tidak layak konsumsi tetap 

beredar luas. Konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kondisi 

ini. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

lembaga pengawasan untuk menciptakan sistem distribusi pangan yang aman 

dan terpercaya. Mekanisme pelaporan dan pengaduan juga perlu diperkuat 

agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi 

pelanggaran.  

Pelaku usaha seharusnya mengedepankan etika dan tanggung jawab 

dalam menjalankan usahanya
10

. Keuntungan yang diperoleh tidak boleh 

mengorbankan hak dan keselamatan konsumen. Praktik curang seperti 

menjual daging glonggongan mencermjnkan kegagalan pelaku usaha dalam 

menegakkan prinsip-prinsip usaha yang beretika. Masyarakat yang dirugikan 

secara ekonomi dan kesehatan berhak memperoleh perlindungan dan 

keadilan. Kepatuhan terhadap standar mutu dan pelabelan produk merupakan 

bentuk penghormatan terhadap konsumen.  

Ketegasan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menekan 

praktik pelanggaran yang merugikan konsumen. Penindakan terhadap pelaku 

usaha yang menjual daging glonggongan harus dilaksanakan tanpa toleransi 

agar menimbulkan efek jera. Penerapan sanksi administratif, perdata, maupun 

pidana dapat memberikan pelajaran bagi pelaku usaha lain untuk tidak 

                                                             
10

 Yuliska, E. (2024). Peran Perlindungan Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha Berdasarkan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Journal of Global Legal Review, 2(2), hlm,100 
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melakukan tindakan serupa. Selain itu, keterbukaan informasi tentang hasil 

pengawasan dan tindak lanjut hukum juga menjadi faktor penting dalam 

membangun kepercayaan publik. Penegakan hukum yang konsisten dan adil 

akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, sehingga perlindungan 

konsumen tidak hanya menjadi slogan, melainkan kenyataan dalam praktik 

sehari-hari. Kajian terhadap perlindungan hukum konsumen atas peredaran 

daging glonggongan menjadi relevan di tengah maraknya kasus yang 

merugikan masyarakat  

Penulis terdorong untuk mengangkat topik ini dalam skripsi yang 

berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran 

Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Kajian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat literasi hukum masyarakat, 

serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan pengawasan agar 

perlindungan konsumen dapat terwujud secara optimal. 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengingat berbagai identifikasi permasalahan, batasan masalah dan 

gambaran latar belakang pada pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah, yaitu: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 

peredaran daging sapi glonggongan berdasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 
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2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya peredaran 

daging sapi glonggongan di Masyarakat? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen terkait dengan peredaran daging sapi glonggongan. 

2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang telah diambil oleh 

pemerintah dalam menanggulangi peredaran daging sapi glonggongan di 

masyarakat. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribsusi dalam dua 

ranah, yakni secara teoritis dan praktis, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:  

1. Secara Teoritis  

a. Menambah literatur hukum terkait perlindungan konsumen, 

khususnya terkait peredaran daging sapi glonggongan. 

b. Memperoleh dan menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di 

perkuliahan dalam berbagai permasalah riil di masyarakat. 

c. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum 

perlindungan konsumen, dan teori keseimbangan antara hak dan 

kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam konteks perlindungan 

hukum.  

2. Secara Praktis 

a. Memberikan masukan terkait hak konsumen yang harus di lindungi 
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b. Memberikan panduan praktis oleh penegak hukum untuk 

meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha 

yang memperjual belikan daging sapi glonggongan. 

c. Memberikan informasi yang nyata kepada para pelaku usaha untuk 

dapat memastikan praktik usaha yang sesuai dengan standar hukum 

dan etika. 

 

E. Terminologi 

Dalam penelitian ini, penulis memilih judul “PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAAN DAGING 

SAPI GLONGGONGAN BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG 

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. 

Dengan penjelasan dari judul tersebut, sebagai berikut: 

1. Perlindungan Hukum  

Perlindungan Hukum ialah bentuk peran negara dalam menjamin 

terpenuhinya hak-hak setiap warga negaranya untuk menganalisis, 

memahami, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum, baik secara teoritis 

maupun praktis,  guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum 

yang dihadapi atas hak-hak yang dilanggar atau terancam dilanggar, untuk 

menjamin kepastian dan keadilan.  

Sementara, sesuai dengan menurut pandangan Philipus M. Hadjon 

bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak 

asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan 
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hukum untuk mencegah tindakan dari kesewenangan.
11

 Hal ini, dapat 

disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap konsumen 

mencangkup seluruh ketentuan dan peraturan yang menetapkan ketentuan 

mengenai hak, dan juga memuat peranan serta kewajiban dari kedua belah 

pihak baik konsumen maupun pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan, 

serta mengatur segala upaya dalam menjamin terpenuhinya perlindungan 

hukum atas kepentingan konsumen. 

Dalam konteks ini, Perlindungan terhadap konsumen memperoleh 

litigimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999  yang 

menjadi dasar hukum utama dalam menetapkan hak konsumen dan pelaku 

usaha. Perlindungan Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan 

di antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha, dengan adanya ini 

pihak konsumen dapat mengalami aman dalam bertransaksi, sementara 

pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan 

aktivitasnya sesuai peraturan yang berlaku.  

2. Konsumen  

Konsumen merupakan individu yang secara hukum berhak atas 

kepemilikan serta pemanfaatan barang atau jasa sesuai kebutuhan untuk 

menjamin kebutuhannya tanpa tujuan untuk menjual kembali atau tidak 

untuk diperdagangkan. Hal ini, tercantum didalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) 

yang menyebutkan bahwa konsumen adalag setiap orang pemakai barang 

                                                             
11
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dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Konsumen merupakan pemakai terakhir, setelah 

produsen dan distributor menyalurkan. 
12

Konsumen memiliki hak untuk 

memperoleh suatu produk yang berkualitas, aman, dan informasi secara 

terbuka. Hal ini menjadi bagian penting dalam bertransaksi yang adil dan 

transparan.  

3. Peredaran  

Peredaran adalah aktivitas distribusi, penyebaran atau pergerakan barang 

atau jasa dari produsen ke konsumen melalui berbagai aliran perdagangan baik 

secara legal maupun ilegal.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peredaraan merupakan 

peralihan, perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain yang berulang-

ulang, seakan-akan yang membentuk suatu lingkaran.
13

 

 

4. Daging Sapi Glonggongan  

Daging sapi adalah daging yang berasal dari sapi yang telah melalui 

proses penyembelihan yang sesui dengan standar dan aturan yang berlaku 

untuk dikonsumsi oleh manusia. Daging adalah salah satu hasil ternak yang 

mudah rusak apabila dalam penyembelihannya tidak sesuai standar, dengan 

penyembelihan secara tidak etis seperti mengglongongkan sapi.  

                                                             
12

 Ronald Saija, 2024, Perspektif Hukum Dagang Indonesia, CV Budi Utama, 

Yogyakarta, hlm. 99. 
13
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Daging sapi gelonggongan adalah daging sapi dengan kualitas buruk yang 

diperoleh dari hewan yang belum disembelih, diberi minum melalui selang ke 

mulut secara paksa dengan jumlah banyak hingga bobot sapi naik 

meningkat.
14

Tindakan ini umumnya berlansung selama tiga jam dilakukan 

sampai sapi hampir pingsan sebelum disembelih.    

5. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999    

merupakan Undang-Undang yang dibuat untuk mengamankan hak-hak 

konsumen dan meciptakan perlindungan yang memberikan kepastian hukum, 

keterbukaan informasi, serta akses mudah bagi masyarakat.
15

 Undang-Undang 

ini mewajibkan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang akurat, jujur 

dan transaparan kepada konsumen, untuk mendorong keterlibatan lembaga 

perlindungan konsumen, serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian 

masalah yang efisien dan adil. 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan 

Konsumen berperan dalam memberikan jamianan perlindungan kepada 

konsumen, sekaligus memberdayakan, melindungi konsumen dan mendorong 

pelaku usaha bersikap lebih bertanggung jawab, jujur, dan meningkatkan 

kwalitas barang demi memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan 

bagi konsumen.  

                                                             
14
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif analisis, dengan cara pemecahan permasalahan suatu 

masalah untuk menemukan solusi atas persoalan yang tengah dihadapi 

dengan melaui pendekatan dan langkah tertentu yang sudah dirancang secara 

tearah. Pengumpulan , klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan 

tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadan secra objektif  yaitu 

mengenai  Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran 

Daging Sapi Glonggongan berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

1. Metode Pendekatan Penelitian 

Metode yang diterapakn dalam penelitianini merupakan metode 

yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengartikan penelitian yuridis 

normatif adalah jenis pendekatan hukum yang bertumpu pada studi 

kepustakaan atau data sekunder.
16

 Peraturan PerUndang-Undangan yang 

berlaku untuk menganalisa upaya perlindungan hukum bagi konsumen 

terhadap peredaraan daging sapi glonggongan didasarkan pada Undang-

Undang perlindungan konsumen.  

2. Spesifikasi Penelitian 

 Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. 

Penelitian deskriptif adalah penyajian gambaran lengkap mengenai 

                                                             
16

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 13  
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perlindungan konsumen dan sistem pengawasan terhadap peredaran 

daging sapi glonggongan.  

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan 

data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak 

pengumpul data primer atau oleh pihak lain.
17

 

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai bahan hukum dari kepustakaan. Dalam penelitian ini terdapat 3 

(tiga) jenis bahan hukum, yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bakan hukum primer adalah sumber hukum yang berupa 

peraturan perUndang-Undangan yang digunankan dalam penelitian 

ini ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan. 

                                                             
17

 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis, Rajawali, Jakarta, 2013, Hal. 
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f) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 

g) Peraturan-peraturan lainya yang berkaitan dengan Kementrian 

Pertanian, BPOM, Fatwa MUI.  

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder merupakan jenis sumber bahan hukum 

memiliki keterkaitan dari isi bahan hukum primer, serta memberikan 

penafsiran maupun penguatan terhadapnya, contohnya dokumen-

dokumen resmi, buku, jurnal, dan artikel hukum yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian ini. 
18

 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier merujuk pada jenis bahan hukum yang 

memiliki kaitan dan dapat memberi pendukung tambahan serta 

menafsirkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

jenis bahan ini biasanya seperti kamus hukum dan ensiklopedia dan 

pedoman hukum lainya.
19

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Prosen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi 

Kepustakaan (library research), yaitu penulisan yang disusun 

berdasarkan sumber sumber data yang menjadi fokus utama penelitian, 

meliputi peraturan perUndang-Undangan, buku-buku pustaka, artikel, 

pendapat para ahli, dan sumber resmi yang berkaitan lansung dengan 

                                                             
18

  Muhaimin M,2020,  Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 1, hlm. 62 
19
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persoalan yang relavan dengan penulisan ini. Studi Pustaka juga berarti 

pencarian sumber-sumber atau opini para ahli tentang suatu hal yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian.  

5. Metode Analisis Data  

Dalam penelitian ini, menerapkan pendekatan dengan 

menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli, teori, maupun 

dari rumusan norma hukum dan prinsip hukum itu sendiri yang berlaku
20

. 

G. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu 

sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah,     

PRumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika 

Penulisan. 

BAB II    : TINJAUN PUSTAKA 

Menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang 

Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang 

Konsumen, Tinjauan Umum Tentang Daging Sapi 

Glonggongan, Tinjaun Umum Tentang Perlindungan 

                                                             
20

 Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. Notary Law Journal, 2025. 4(3), 114-

128.  
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Konsumen, Tinjauan Umum Jual Beli dalam Perspektif 

Islam,  

BAB III  : HASIL PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisi uraian tentang hasil pembahasan atas 

perumusan masalah terkait bentuk perlindungan 

konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan 

dan upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya 

peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat.  

 BAB IV   : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menguraikan suatu kesimpulan sebagai hasil 

penelitiasn serta memberi saran- saran yang berkaitan 

dengan pembahasan yang menurut penulis perlu 

dilakukan pembenaran.   
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum  

Dalam Pasa 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 

tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara 

Hukum”. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk tatanan dalam 

masyarakat, berbangsa dan bernegara wajib menjadikan prinsip-prnsip 

hukum yang berlaku sebagai pedoman utama dalam penyelenggaran 

pemerintahan dan dalam kehidupan bersama.  

Istilah “Perlindungan Hukum” merupakan gabungan dari dua kata, 

yaikni, “perlindungan” dan “hukum”. Menurut pengertian yang dijelaskan 

dalam KBBI istilah perlindungan yaitu tempat berlindung atau proses 

mempertahankan perbuatan dan sebagainya memelindungi.
21

 Sedangkan 

pengertian hukum menurut Prof. Dr.Woerjono Sastropranoto, hukum 

adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan 

tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh 

badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mamna terhadap 

peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yakni dengan 

hukuman tertentu.
22
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 https://kbbi.web.id/perlindungan.html diakses pada tanggal 12 mei 2025 
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Adapun dalam lingkup hukum perlimdungan hukum memiliki arti  

menurut para ahli yakni sebagai berikut:  

1. Menurut Prof. Satjipto Raharjo adalah bahwa perlindungan hukum 

yang  mampu memberikan bentuk perlindungan terhadap 

menjaminyan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan 

perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati dan menggunakan semua hak-hak secara utuh dengan rasa 

aman sesuai dengan yang diberikan oleh hukum.
23

  

2. Menurut pandangan setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan 

atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenag-

wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban serta ketentraman agar memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia
24

 

3. Berdasarkan pandangan Muchsin perlindungan hukum merupakan 

usaha untuk melindungi individu dengan menyeresikan hubungan 

nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam tindakan dan 

perilaku dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup 

antar manusia.
25

 

 

       Dalam upayanya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, 

perlindungan hukum mempunyai peranan penting dalam keadilan yang 

                                                             
23

 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Ciitra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.   
24

 Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.  
25

 Mucshin, Perlindungaan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta: 

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003,hlm. 14. 
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dilakukan dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya  hak dan bentuk 

dukungan untuk memberikatn rasa perlindungan dan kenyamanan bagi 

korban dalam bentuk upaya hukum yang berisifat preventif dan represif, 

maka dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjaga kepentingan 

masyarakat, terutama bagi orang yang lebih lemah. Maka dari itu, 

perlindungan hukum memiliki kaitan hubungan dengan fungsi dan tujuan 

hukum yang dimana memberikan rasa aman, menganyomi dari hal-hal 

yang berhaya, kepastian dan keadilan bagi seluruh masyarakat.  

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

 Sarana perlindungan hukum menurut teori Philipus M. Hadjon, 

dibedakan menjadi dua macam, yakni :   

1. Bentuk Sarana Pelindungan hukum Preventif  

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum 

yang dimiliki pemerintah atau lembaga-lembaga hukum yang 

berwenang untuk memberikan pedoman atau batasan-batasan, dan 

kesempatan atas pedapatnya, sebelum pemerintah akan memeutuskan 

suatu keputusan yang mengikat, yang meiliki tujuan mencegah terjadi 

adanya pelanggaran, meminimalisir terjadinya permasalahan hukum  

dan sengketa. 

2. Bentuk Sarana Perlindungan hukum Represif  

Perlindungan hukum represif merupakan suatu bentuk perlindungan 

yang dilakukan setelah adanya suatu pelanggaran yang diberikan untuk 

dapat menumukan penyelesaian yang sah secara hukum dan dapat 
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mendapatkan atu memulihkan hak-haknya. Perlindungan hukum 

represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

cara melalui litigasi atau pengadilan dan penyelesaian non litigasi 
26

 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 2  Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, istilah “konsumen” 

merujuk setiap barang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di 

masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarganya, maupun pihak 

lain, dan tanpa tujuan untuk diperjualblelikan kembali.  

 Menurut Wira Suteja, konsumen ialah orang yang dapat menilai 

atas apa yang pelaku usaha lakukan atas perlakuan perusahaan dengan 

baik atau buruk layanan kita. 

 Pengertian konsumen dalam lingkup masyarakat, dipahami sebagai 

individu yang menggunakan, memanfaatkan barang/jasa yang tersedia di 

pasaran guna memenuhi kebutuhan hidpnya, dan  seorang yang 

mempunyai kuasa penuh atas keputusan membeli atau tidak membeli 

barang atau jasa. Konsumen berperan aktif sebagai pengambil keputusan 

terakhir yang secara mandiri bertanggung jawab atas apa yang sudah 

dipilih untuk mengkonsumsinya.  

                                                             
26
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 Dari pengertian konsumen pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Perlindungan konsumen memiliki unsur-unsur dari denifi konsumen, 

sebagai berikut:
27

 

a. Setiap Orang  

Maksutnya adalah setiap individu diartikan sebagai pemakai 

barang/atau jasa. Istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya, 

orang individual yang lazim disebut sebagai naturlijke person atau 

termasuk juga badan hukum (rechtpersoon). Hal ini juga tercantum 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang 

diartikan sebagai orang persoarangan dan termasuk juga badan usaha 

baik yang berbadan hukum maupun non berbadan hukum. 

b. Pemakai  

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

mengartikan sebutan pemakai diartikan konsumen sebagai konsumen 

akhir (ultimate costumer). Sebutan pemakai digunakan untuk 

merumuskan ketentuan tersebut atau menunjukan suatu produk 

dan/atau jasa yang belum tentu digunakan sebagai hasil transaksi jual 

beli.  

c.   Barang dan/atau jasa  

Dalam kaitanya dengan barang dan/atau jasa, sebagai pengganti 

terminologi tersebut dikatakan sebagai produk. Saat ini produk 
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memiliki konotasi barang atau jasa, semula produk hanya mengacu 

pada pengertian barang.   

Undang-Undang Perllindungan Konsumen mengartikan barang 

sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang dapat 

dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dipendayagunaan oleh 

konsumen.  

d. Barang dan/atau jasa yang dipergunakan dalam masyarakat umum 

Barang atau jasa yang disediakan di pasaran untuk masyarakat untuk 

mempermudah masyarakat untuk mengkonsumsinya. Dalam pasal 9 

ayat (1) huruf e sudah tercantum bahwa masyarakat tidak lagi 

menuntut persyaratan tersebut. 

e. Barang dan/atau jasa digunakan untuki kepentingan diri sendiri, 

keluarga, oranglain, atau makhluk hiduplain. 

Transaksi konsumen bukan hanya untuk ditunjukan kepada diri  

sendiri, dan keluarganya, melainkan bisa untuk orang lain (diluar diri 

sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lainnya seperti 

hewan dan tumbuhan. 

f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan 

Dalam pengertian  Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sudah di 

pertegas bahwa konsumen adalah konsumen akhir yang dimana 
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konsumen  tidak memperdagangkan kembali barang dan/atau jasa 

yang sudah didapat, hanya boleh dikonsumsi sendiri. 

 Beragam pengertian mengenai konsumen sangat membantu dalam 

memperluas pemahaman akan pentingnya konsumen yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. AZ Nasution 

mengategorikan pengertian konsumen menjadi tiga bagian, yakni
28

: 

1. Konsumen dalam artian umum yakni pemakai, pengguna, dan/atau 

pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. 

2. Konsumen antara merupakan pemakai, pengguna barang dan/atau jasa 

untuk diolah lagi menjadi barang dan/atau jasa lain untuk 

diperdagangkanndengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama 

dengan pelaku usaha  

3. Konsumen Akhir merupakan pengguna terakhir yang dimana sudah 

jelas diatur perlindungannua dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, yang pemakai atau pengguna sendiri, keluarga tidak lagi 

untuk diperdagangkan. 

2. Hak- Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen  

 Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999 pasal 4 menetapkan delapan hak-hak Konsumen sebagai berikut:
29

 

a. Hak atas keamanan dan keselmatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/jasa. 
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b. Hak untuk memilih barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi, serta jaminan barang yang dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan. 

e. Hak untuk mendapatkan adcokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g. Hak untuk memdapatkan ganti kerugian , kompensasi dan atau 

penggatian, apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan apa 

yang sudah dijanjikan dalam perjanjians sebagaimana mestinya.  

h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif.  

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-

Undangan lainya. 

Disamping hak-hak yang terdapat dalam pasal 4, terdapat juga 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur 

mengenai beberapa kewajiban konsumen yang harus dipenuhi, antara lain:  

a.  Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa  

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
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d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut 

 Dengan mematuhi kewajibannya menjadikan konsumen tidak 

hanya sebagai pihak pasif dalam transaksi jual beli, melainkan turut 

berperan dalam menciptakan hubungan perdaganganan yang transparan, 

adil dan berkelanjutan, peran aktif ini penting dalam interaksi yang saling 

menghargai dan mendorong pelaku usaha untuk memberikan pelayanan 

yang berkualitas. Kepatuhan konsumen terhadap kewajiban menunjukan 

bahwa partisipasi dalam mendukung sistem perdagangan yang etis, 

akuntabel, dan berorientasi, dengan keberadaan konsumen tidak hanya 

sebagai penerima maanfaat, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga 

integritas pasar dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap 

barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Hal ini diwujudkan melalui 

penyampaian informasi yang jujur kepada pihak penjual dan pembayaran 

dilakukan sesuai dengan perjanjian.  

C. Tinjauan Umum Tentang Daging Sapi Glonggongan  

1. Pengertian Sapi  

Sapi adalah salah satu jenis hewan yang bisa dimanfaatkan oleh 

manusia mulai dari daging, susu, limbah kotoran yang dapat dijadikan 

pupuk atau biogas.  Sapi memiliki empat lambung yang memungkinkan 

sapi dapat mencerna bahan berserat tinggi seperti rumput.  
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Menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia sapi merupakan binatang 

memanah yang berkuku genap, bertubuh besar, dan bisa diternak untuk 

dapat diambil daging,susu, dan tenaganya.
30

 

Dengan mempertimbangkan nilai ekonominya yang besar, sapi 

menjadi salah satu hewan ternak yang memberikan manfaat, sebagaimana 

diuraikan dalam penjelasan berikut: 

1. Sapi merupakan salah satu menjadi hewan yang memiliki hubungan 

dengan kebudaayaan masyarakat, contohnya di daerah pemalang 

tradisi sedekah laut yang dilakukan satu tahun sekali yang ditandai 

dengan ungkapan syukur atas hasil lautnya. 

2. Sapi sebagai investasi jangka panjang yang biasanya dilakukan pada 

masyarakat pedesaan, sapi memiliki nilai jual yang stabil. 

3. Memiliki nilai jual daging yang tinggi dibandingankan hewan ternak 

yang lain. 

4. Hasil dari sapi yang bisa diperjual belikan tidak hanya daging, seperti 

kulit sapi bisa dijadikan bahan industri sepatu, bedug, dan kotoran 

sapi bisa dijadikan pupuk organik dan biogas.  

2. Jenis-jenis Sapi  

Dari berbagai jenis sapi yang ada, salah satunya sapi potong yang 

memiliki ekonomi tinggi dan berperang penting sebagai sumber utama 

protein hewani bagi masyarakat,berkaitan dengan pembahasan 

selanjutnya, berikut disajikan jenis sapi potong yang banyak di 
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budidayakan di indonesia  karena tingkat permintaan pasar yang tinggi, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Sapi Bali  

Sapi bali merupakan salah satu sapi lokal hasil dari penjinakan 

dosmetik banteng liar. Sapi bali mempunyai keunggulan terhadap daya 

tahan terhadap lingkungan tropis, dan menghasilkan daging dengan 

kualitas bagus tekstur padat dan rendah lemak, meskipun ukuran 

tubuhnya relatif kecil dibandingkan sapi import. 

2. Sapi Simmental  

Sapi simmental merupakan salah satu sapi potong unggulan, dengan 

bobot tubuh sapi yang besar, pertumbuhan cepat, dan kualitas daging 

yang premium.  

3. Sapi Brahman  

Sapi brahman yang berasal dari india yang berhasil dikembangkan 

genetiknya sehingga diekspor ke indonesia. Cirikhas dari sapi brahman 

punuk besar dipunggungnya dan telinga yang panjang, memiliki daya 

tahan tinggi sehingga dapat tumbuh dengan baik meskipun 

ditempatkan dalam lingkungan yang kurang subur dan iklam panas. 

4. Sapi Ongole  

Merupakan hasil persilangan genetik antara sapi darii india dengan 

sapi lokal. Keunggulan sapi ongole ini termasuk kategori sapi 

pedaging dan pekerja karena ukuranya yang relatif besar, leher pendek 

dan kaki panjang.  
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5. Sapi limmusin 

Merupakan salah satu sapi yang dimintani karena pertumbuhan otot 

yang baik, ukuran tubuh besar, dan menghasilkan daging dengan 

kualitas tinggi. 

6. Sapi Madura  

Sapi madura merupakan jenis sapi potong asli indonesia, sapi ini 

memiliki kemampuan daya adaptasi yang baik terhadap stress pada 

lingkungan beriklim tropis, keadaan pakan yang kurang baik mampu 

bertahan hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. 

3. Daging Glonggongan  

 Daging yang layak konsumsi merujuk pada hasil proses 

penyembelihan hewan ternak sapi yang sudah melalui proses 

penyembelihan sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari sisi kesehatan, 

kehalalan, ataupun kelayakan konsumsi. Dalam proses penyembelihan 

merupakan tahapan yang krusial, apabila terjadi penyimapangan dalam 

proses penyembelihan akan berdampak pada kualitas daging, dari segi 

rasa, tekstur, kadar air, dan mikrobiologisnya.  

 Daging glonggongan adalah kata yang digunakan untuk menyebut 

daging yang berasal dari metode penyembelihan yang menyimpang, dalam 

prosesnya dilakukan dengan cara memasukan air dari mulut sapi dengan 

skala besar secara paksa hingga sapi perlahan lemas dan mengakibatkan 

hewan mati secara paksa.  
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 Dengan perlakuan tersebut air akan berdifusi kedalam jaringan otot 

sehingga daging akan menggumbung dan bertambah berat, berat yang 

didapat dengan cara tersebut bisa mencapai 20 sampai 30 persen.
31

 

Dengan demikian, hasil berat daging bisa meningkat sebanyak 10 sampai 

15 persen.  

 Peningkatan dari yang dihasilkan pada daging sapi hanya bersifat 

sementara, apabila dibiarkan air akan masuk ke jaringan otot dan akan 

keluar lagi, dari penambahan berat yang hanya sementara itu sudah bisa 

mendapatkan keuntungan bagi pelaku usaha. Selisih berat badan bisa 

menyapai 10 persen yang bisa meningkatkan keuntungan sapi sekitar 30kg 

perekor, jika diasumsikan berat sapi 500kg. Karena penambahan tersebut 

pelaku usaha dapat menurunkan sekita 5.000 perkg dibandingkan dengan 

harga daging yang normal. Dengan demikian konsumen yang tidak tahu 

akan tertipu dengan harga yang seolah-olah miring tersebut.
32

  

 Untuk menghindari pembelian daging glongongan karna diming-

imingi dengan harga murah, konsumen bisa membedakan antara daging 

sapi murni dan daging sapi glonggongan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Daging Sapi Segar 

a. Memiliki warna yang merah alami (warna darah),  

b. Tekstur daging yang kenyal namun tidak mudah hancur. 

c. Serat dalam daging tidak putus atau mencabang.  
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d. Baunya khas dengan bau sapi. 

2. Daging Sapi Glonggongan
33

 

a. Memiliki warna yang pucat atau cenderung putih 

b. Tekstur daging mudah hancur walaupun daging masih mentah. 

c. Memiliki serat daging dengan jarak lebih jauh antara serat lainnya, 

atau serat mencabang  

d. Dijual tidak digantung, melainkan hanya didalam wadah. 

e. Memiliki bau yang masam apabila sudah terkena udara dengan 

waktu lama. 

 

D. Tinjauan Umum Tentang  Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen  

 Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai upaya 

perlindungan hukum yang ditunjukan kepada konsumen dalam rangka 

menjamin hak-haknya, untuk memperoleh barang dan jasa dari 

kemungkinan timbulnya kejadian yang merugikan konsumen itu sendiri. 

 Pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

dijelaskan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan untuk 

memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi konsumen dalam rangka 
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memperoleh hak-haknya untuk memberikan perlidungan kepada 

konsumen.
34

 

Dalam Konsep perlindungan konsumen, dikenal dua istilah utama 

yang mendasari dalam memahami ruanglingkup perlindungan konsumen 

yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” yaitu, 

hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen 

merupakan kumpulan prinsip dan norma hukum  yang mengatur 

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan 

dengan kebutuhan di dalam pergaulan hidup.
35

 Sedangkan hukum 

perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang 

memuat asas-asas dan kaidah yang bersifat mengatur dan juga sifat yang 

melindungi kepentingan konsumen. 
36

 

 Secara prinsip, hukum konsumen maupun hukum perlindungan 

konsumen membahas kajian yang serupa, yaitu berkaitan dengan 

perlindungan atas kepentingan hukum konsumen. Hal ini mencangkup 

pengakuan terhadap hak-hak konsumen, pengaturan hak-hak konsumen 

dalam sistem hukum, serta pelaksanaanya secara konkrit dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

 Dengan demikian, penelitian ini mengenai perlindungan konsumen 

didasarkan untuk memberikan jaminan terhadap penegakan hukum  yang 

                                                             
34

https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-

perlindungan-konsumen diakses tanggal 17 mei 2025 
35

 Celina Tri Kristayanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika: Jakarta,2011, 
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bertujuan untuk mehindari tindakan yang melampaui kewenangan, yang 

dapat merugikan satu sama lain dan dapat menciptakan rasa aman, adil, 

dan terjamin. 

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 

 Asas Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen tentang perlindungan konsumen, secara 

resmi menjelaskan : 

 “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanam, dan keselematan konsumen, serta kepastian 

hukum”. Dan menjelaskan perlindungan konsumen diselenggarakan 

sebagai usaha bersama seluruh pihak berdasarkan 5 asas yang  dalam 

pembangunan nasional, yaitu antara lain:
37

 

1. Asas Manfaat 

Dimaksudkan bahwa setiap bentuk penyelengaraan perlindungan 

konsumen seyogianya dilaksanakan sedemikian rupa, agar mampu 

memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen maupun 

pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas Keadilan  

Memiliki tujuan agar seluruh rakyat dapat diwujudkan secara 

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun 

pelaku usaha untuk dapat berlaku adil untuk mendapatkan hak dan 

kewajiban secara merta. 
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3. Asas Keseimbangan  

Asas keseimbangan bertujuan guna menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. 

4. Asas Keamanan dan Keselamatan  

Asas ini ditujukan bahwa konsumen menerima jaminan hukum dari 

keamanan dan keselamatan penggunaaan dalam pemakaian dan 

pemanfaatan barang atau jasa yang dginakan. 

5. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati 

hukum dan memperolehl keadilan dalam menyeleggaraan 

perlindungan konsumen, serta menjamin kepastian hukum. 

3. Tujuan Perlindungan Konsumen  

 Tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan 

konsumen memiliki tujuan, diantaranya yakni: 

1.  Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri.  

2.  Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkanya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa 

3.  Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumem, 
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4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur-unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi. 

5. Menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, dan keselamatan kosnumen. 
38

 

 

E. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dalam Perspektif Islam 

1.  Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya. 

  Jual beli dalam perspektif islam disebut dengan istilah al-baiu yang 

diartikan sebagai kegiatan menjual, mengganti dan  penukaran dalam suatu 

benda dengan lainya. Secara terminologis, jual beli dipahami sebagai 

bentuk akad atau perjanjian yang melibatkan proses pertukaran antara 

barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan secara suka 

sama suka tanpa adanya paksaan
39

.  Jual beli pada dasarnya merupakan 

akad yang dipebolehkan apabila tidak merugikan satu sama lain, sumber 

hukum islam tentang jual beli dapat ditemukan dalam Al-Qur‟an, Hadist, 

dan Prinsip-Prinsip fiqh, yang memberikan pedoman yang jelas tentang 

syarat, rukun, dan ketentuan transaksi jual beli, dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Al-Qur‟an  

  Dalam Al-Qur‟an dapat ditemukan dalil halalnya jual beli  

sebagaimana dicantumkan pada Q.S Al-Baqarah ayat 275:
40

 

كَ ذَنوُْلكُْأَ  َنَيِْذْلَ  ِّر بٰ لُ  ذَهَطَبخْتُُ  َنيَِّْْ  ذَنكُْقُ  وَمَك َاِْ  ذَنكُْمُكْأَ  اَ  َن نلَِ  َنْمَمبل  مِلَ  َننْطْخر رَ َ ِِّكهَنْاُْ    اَكنكَُْ

ُْ  كَهِمَْ  لَ  مِلْثُ  َنْبَطْ ك ِّر بٰ ُ  َََّحََثْ  َن
ُّر   َْ قَ  َنْبَطْ ْٰ لَ  ََّحَ ك ِّر بٰ كَءَاَ  َْمَلْ  َن َٗ لْ  مَكْظِعَوَ   ِّبتَّ  مب ْٖ ف   مَك ْلََتَ  ْكَهْهنَر

ََل  اََ  ََۗلَ ُٰ ِل  َنِفَ َََّمَْ
ُّر لوِلَ  ظَكاَ  ََّمَلْ  

صُ  َْكَُّنرَ ِٖل  َبَْحر لوَُِّْأَ  ْطِْنَك ْاُْ  َن كْ رَ  ۝٢٧٥ 

Artinya; “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti orang kesurupan setan, karena tekanan 

penyakit gila. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba, barang siapa yang menyekutukan 

larangan dari tuhannya (menyangkut riba), maka baginya 

dia apa yang dulu diambilnya dan urusannya (terserah) 

kepada Allah dan mengulangi perbuatannya (riba), maka 

merekalah penghuni neraka yang kekal didalamnya”. (Q.S 

Al-Baqarah ayat 275) 

 

 Terdapat ayat lain dalam Al-Qur‟an yang dapat dijadikan dasar 

dalam kegiatan jual beli, yakti pada Q.S Al-Muthoffifin ayat 1-3:
41

 

 ۝١نبلْمُخََبَِطْلَِّ  ََّذْثَ 

َ َنيِْذْلَ  ََ  ۝٢ ذَْ هَكْْكُْأََ  َن كْنِ  ظَلفَ َوْهَكنكَُْ َِ

َََ َّْأَل  َّْمَهكُْْاُْ  َََّْ  وَكنكُْْاُْ  َََِّ ُٰ  ۝٣ ذطُِْ 

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang, merekalah orang-orang yang apabila menerima 

takaran dari oranglain, tidak dipenuhi, (sebaliknya) apabila 

mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

kurangi”. (Q.S Al-Muthoffifin) 

 

 

b. Hadist Nabi 
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لئُّ  َِ ليَُلّ  الله ىُلصِ ُّ يبِّنل   ُِ لسُِ   َُ َُ ّْ  ُّيُل   ََ ُْ  َُّ  ِْ لُئِ  َلُاُ  ؟ ُّبَُيُ ُِ  ُّ لِجِئّ  

لِئل  ِّيدُّيّ  َُ بَ  ِيَُيَ   ََ بَلِ ٍُ    َُّ حللس ُُّّ بلُّب بَُّي – 

Artinya : Dalam Rifa‟ah bin Rafi‟r.a, dikatakan bahwa Nabi SAW, 

pernah ditanya, pekerjaan apa yang menurutmu paling baik? 

Beliau bersabda pekerjaan seseorang dengan tangannya dan 

setiap jual beli yang baik. (HR. Bazzar dan Al-Hakim)
42

 

 

2.  Syarat dan rukun Jual Beli dalam Islam 

Ada tiga aspek yang dicakup dalam rukun jual beli untuk 

memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sahnya dimata fiqh, 

diantaranya: 

1. Rukun Jual beli 

1) Dalam bertransaksi, harus terdapat dua pelaku utama, yaitu pihak 

penjeual dan pihak pembeli. 

2) Barang dan jasa yang dijual belikan harus tersedia. 

3) Harga yang harus jelas dan disepakati kedua belah pihak hingga 

terjadi ijab qabul antara penjual ke pembeli. 

2. Syarat Sah Jual Beli 

Pemenuhan rukun bukan jadi satu-satunya ketentuan yang dilakukan 

dalam bertransaksi, maka adanya srayat jual beli untuk melengkapi 

rukun jual beli, di bawah ini syarat-syarat yang perlu di penuhi dalam 

melakukan transaksi yang sah
43

: 

1) Dilakukan atas dasar saling sepakat 
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2) Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sudah baligh, 

berakal sehat, dan cakap agar dinyatakan sah dalam syarat jual 

beli. 

3) Kedua belah piihak anatara penjual dan pembeli melakukan 

transaksi secara sadar dan ridho. 

4) Tidak boleh melibatkan barang haram atau najis yang dilarang 

dalam hukum islam. 

5) Pembeli memiliki hak untuk melihat barang atau jasa yang dijual 

memiliki wujud yang jelas dan dapat diperiksa 

6) Tidak mengandung unsur gharar, ketidakjelasa, dan riba. 

 

 Namun, meskipun barang atau jasa sudah memenuhi rukun dan 

syarat dalam jual beli, pelaksanaanya tetap dapat dinilai tidak sah apabila 

tata cara yang digunakan bertentangan, seperti jual beli barang haram, 

seperti babi, darah dan bangkai. MUI menyatakan bahwa daging sapi 

glonggongan sebagai bangkai, karena pada proses penyembelihannya 

yang melibatkan penyiksaan terhadap hewan ternak, dengan statusnya 

sebagai bangkai, mengkonsumsi daging glonggongan jelas dinyatakan 

haram. Daging sapi glonnggongan yang didapat dalam proses penyiksaan 

terhadap hewan dengan cara memaksa meminum dengan jumlah banyak 

hingga mati maka daging tersebut bisa dikatakan sebagai bangkai, 

didalam Q.S Al-Baqarah ayat 173 dijelaskan:  
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ْٰ  َهِمَْك ِٰ  ََّنَحْاَ  َََّنوْقَ  َنْمَطْهَوَ  ظَلَطْيُاُ  قَ   حَ ذْ ِْ ِْثْ  ََّمَكَ  َنْطِْ  ِٰ  ِِّتَّ  َُ ِل  نِرَطْ
ُّر ْٰ  َْمَلِ   َٰ  َْ خُ طْ ََ َ  ظَكاَ  َّْاَ  َِّكاَ   ََ َْ 

َ  َأِْ  ظَلَطْتِل  َمِْاَ 
ُّر   َٖ َكُْ ََ حِطْاَ   ْٖ  ۝١٧٣ 

 

Artinya : “sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, 

daging babi, dan hewan yang ketika disembelih tidak menyebut 

nama selain allah. Bukan karena menginginkan dan tidak pula 

melampaui batas, maka tidak ada dosnya baginya. Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi maha penyayang”. (Q.S Al-Baqarah 

ayat 173).  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran 

Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen merupakan aspek 

fundamental dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi 

tantangan globalisasi dan peningkatan arus perdagangan barang konsumsi. 

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang yang aman, bermutu, 

dan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan
44

. Dalam era 

perdagangan bebas, peran negara menjadi penting untuk memastikan 

bahwa kepentingan konsumen tetap terlindungi di tengah derasnya arus 

informasi dan penetrasi produk asing. Perlindungan hukum tidak hanya 

bersifat preventif, tetapi juga represif dalam menindak pelanggaran hak-

hak konsumen, baik oleh produsen, distributor, maupun penyedia jasa 

lainnya.  

Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi instrumen penting 

untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan 

kepentingan masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa.
45

 Tanpa 
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mekanisme perlindungan yang jelas, posisi konsumen akan selalu berada 

pada titik lemah dalam transaksi. Hukum berfungsi memberikan keadilan 

dengan menciptakan aturan main yang tegas agar pelaku usaha 

bertanggung jawab atas produk yang diedarkan. Oleh karena itu, hukum 

perlindungan konsumen diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang 

sehat dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar yang berlaku. 

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang yang aman, 

bermutu, dan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan.
46

 Namun, 

di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan pasar bebas, konsumen 

menghsdapi risiko yang semakin kompleks terhadap potensi kerugian. 

Produk yang tidak sesuai spesifikasi, mengandung bahan berbahaya, atau 

mengelabui melalui informasi yang menyesatkan menjadi ancaman nyata. 

Oleh karena itu, penegakan hukum harus diperkuat agar konsumen tidak 

menjadi korban ketidakseimbangan informasi dan kekuasaan yang dimiliki 

oleh pelaku usaha. 

Negara melalui instrumen hukumnya berkewajiban menjamin hak-

hak tersebut secara menyeluruh. Fungsi negara sebagai pelindung 

kepentingan konsumen diwujudkkan melalui berbagai regulasi, seperti 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

yang memberikan dasar hukum bagi setiap individu untuk menuntut 

haknya apabila terjadi pelanggaran. Kehadiran lembaga pengawas, 

pengadilan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa di luar 
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pengadilan merupakan bentuk konkret dari upaya negara dalam 

memperkuat posisi lemah konsumen.  

Kehadiran hukum diperlukan untuk menciptakan kepastian, 

keadilan, dan perlindungan terhadap konsumen dari praktik-praktik yang 

merugikan. Dalam realitasnya, masih banyak konsumen yang tidak 

menyadari hak-haknya atau kesulitan mendapatkan akses terhadap 

keadilan ketika dirugikan. Oleh karena itu, edukasi konsumen menjadi 

bagian penting dari sistem perlindungan hukum, agar masyarakat semakin 

sadar dan mampu menggunakan hak-haknya secara maksimal. Selain itu, 

penegakan hukum yang konsisten dan sanksi tegas terhadap pelaku usaha 

yang melanggar ketentuan hukum konsumen merupakan langkah strategis 

dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil. Tanpa 

perlindungan hukum yang kuat, konsumen akan terus berada dalam posisi 

lemah dan mudah dieksploitasi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung 

jawab.
47

 

Dalam konteks perdagangan barang konsumsi, jaminan mutu dan 

keamanan produk menjadi tolak ukur utama perlindungan konsumen. 

Produk yang dikonsumsi masyarakat harus memenuhi standar kelayakan 

dan tidak mengandung unsur yang membahayakan kesehatan
48

. Daging 

sebagai salah satu bahan pangan pokok sangat rentan terhadap praktik 

manipulasi kualitas oleh pelaku usaha. Praktik yang menurunkan mutu 
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Media, 2017, Hlm. 48 
48

 Noviana, F., Nurlaela, R. S., Audrey, N. A., & Aisha, P. S. Pengaruh Standarisasi Mutu 

Pangan terhadap Keamanan dan Kesehatan Konsumen. Karimah Tauhid, 3(7), 2024. Hlm, 77 



 

44 

demi keuntungan ekonomi jelas melanggar prinsip perlindungan 

konsumen. Oleh karena itu, setiap produk yang dipasarkan harus melalui 

proses pengawasan dan sertifikasi mutu agar dapat dipastikan 

keamanannya untuk dikonsumsi masyarakat luas. 

Konsumen memiliki posisi yang relatif lemah dalam struktur 

distribusi barang karena keterbatasan akses terhadap informasi dan sarana 

hukum. Ketidaktahuan terhadap ciri-ciri produk tidak layak konsumsi 

membuat konsumen mudah tertipu oleh pelaku usaha curang. Daging sapi 

glonggongan menjadi contoh nyata produk yang tidak sesuai standar 

namun tetap beredar di pasaran. Dalam situasi seperti ini, konsumen tidak 

hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga berisiko mengalami gangguan 

kesehatan akibat mengonsumsi barang yang tercemar. Kelemahan posisi 

konsumen menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai dan 

tegas
49

. 

Daging sapi glonggongan merupakan hasil dari praktik yang tidak 

etis dan bertentangan dengan ketentuan keamanan pangan. Hewan yang 

dipaksa meminum air secara berlebihan sebelum disembelih akan 

menghasilkan daging dengan kadar air tinggi, yang mengurangi kualitas 

serta mempercepat pembusukan. Konsumsi daging jenis ini berpotensi 

menyebabkan penyakit, terutama pada sistem pencernaan
50

. Praktik ini 

mencerminkan lemahnya pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap 

peredaran produk pangan. Ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran 
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tersebut membuka ruang bagi pelaku usaha yang hanya mengejar 

keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan konsumen
51

. 

2. Peredaran Daging Sapi Glonggongan 

Peredaran daging glonggongan dimasyarakat menandakan bahwa 

pengawasan terhadap kualitas pangan belum berjalan secara efektif. 

Lemahnya sinergi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan 

pemerintah daerah menyebabkan pelanggaran terhadap hak konsumen 

masih terjadi. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen secara jelas memberikan landasan hukum bagi 

negara untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya. Oleh karena 

itu, perlu adanya upaya sistematis dalam penegakan hukum, peningkatan 

pengawasan distribusi pangan, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak 

menjadi korban dari praktik dagang yang curang dan merugikan
52

. 

Istilah “glonggongan” mengacu pada praktik manipulatif yang 

dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hewan potong, khususnya sapi, 

dengan cara memaksanya mengonsumsi air dalam jumlah besar sesaat 

sebelum disembelih. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menambah 

berat badan secara artifisial, sehingga pelaku usaha memperoleh 

keuntungan ekonomi yang lebih besar dari penjualan daging. Praktik 

semacam ini telah lama menjadi perhatian karena tidak hanya mencederai 

prinsip etika perdagangan, tetapi juga mengaburkan nilai gizi dan mutu 
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produk yang sampai ke tangan konsumen. Daging glonggongan pada 

dasarnya tidak mencerminkan kualitas yang semestinya diterima 

masyarakat
53

. 

Daging hasil glonggongan memiliki kadar air yang sangat tinggi, 

yang menyebabkan tekstur menjadi lembek dan cepat mengalami 

pembusukan. Kelebihan air dalam jaringan otot sapi menunjukkan bahwa 

daging tersebut tidak melalui proses pemotongan yang sesuai dengan 

kaidah kesehatan hewan. Kondisi ini menjadikan daging tidak memenuhi 

standar kelayakan konsumsi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 

tentang keamanan pangan. Selain berkurangnya kualitas, konsumen juga 

menghadapi risiko kesehatan akibat kandungan mikroba yang tinggi dalam 

daging yang tercemar air. Situasi ini menempatkan konsumen dalam posisi 

rentan terhadap kerugian baik dari aspek fisik maupun ekonomi
54

. 

Pengawasan terhadap peredaran daging sapi glonggongan masih 

belum optimal di sejumlah daerah. Lembaga pengawas pangan dan 

kesehatan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh jalur distribusi 

daging. Ketimpangan ini menciptakan ruang bagi pelaku usaha curang 

untuk mengedarkan produk ilegal kepada masyarakat. Ketidakhadiran 

tindakan tegas dari aparat penegak hukum menambah panjang daftar 

persoalan perlindungan konsumen. Dalam situasi demikian, keberadaan 

regulasi menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi 

konsumen. 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan 

kepada masyarakat. Ketentuan dalam undang-undang ini menekankan 

kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai barang yang ditawarkan. Konsumen berhak 

memperoleh produk yang aman, bergizi, dan layak dikonsumsi. Jika 

pelaku usaha terbukti melanggar, maka dapat dikenakan sanksi 

administratif, perdata, maupun pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk 

menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku 

usaha
55

. 

Praktik menjual daging glonggongan juga dapat dikaitkan dengan 

unsur penipuan dalam hukum pidana. Pelaku usaha yang mengetahui 

kualitas buruk dari daging tersebut namun tetap menjualnya, telah 

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Konsumen yang dirugikan 

berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dalam ranah 

hukum perdata, hal ini dapat diatasi melalui gugatan wanprestasi atau 

perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran 

besar dalam mengawasi dan mengendalikan distribusi produk pangan
56

. 

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha nakal harus dilakukan 

secara menyeluruh dan berkelanjutan. Aparat penegak hukum perlu 

berkoordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen dan instansi teknis 
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lainnya untuk melakukan razia serta uji sampel terhadap produk daging 

yang beredar. Ketika ditemukan pelanggaran, tindakan hukum harus 

segera diambil untuk mencegah dampak yang lebih luas. Mekanisme 

pengawasan harus berjalan seiring dengan upaya edukasi kepada 

masyarakat. Perlindungan hukum menjadi efektif jika didukung oleh 

kesadaran konsumen terhadap hak-haknya
57

. 

Peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan peredaran daging 

tidak layak konsumsi juga sangat dibutuhkan. Mekanisme pelaporan 

melalui lembaga perlindungan konsumen, pemerintah daerah, maupun 

kepolisian harus mudah diakses. Keterlibatan masyarakat memperkuat 

sistem pengawasan dan mempercepat proses hukum. Dalam jangka 

panjang, hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dapat 

menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat. Keberhasilan 

perlindungan hukum bagi konsumen ditentukan oleh kolaborasi lintas 

sektor secara berkelanjutan
58

.  

Pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen masih 

tergolong rendah, terutama di daerah pedesaan. Edukasi hukum melalui 

media, lembaga pendidikan, dan penyuluhan lapangan harus terus 

digalakkan. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi 

kunci dalam membentuk konsumen yang cerdas dan kritis. Konsumen 

yang memahami haknya tidak mudah tertipu oleh praktik-praktik dagang 
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yang curang. Peningkatan literasi hukum menjadi bagian dari strategi 

perlindungan hukum yang preventif
59

.  

Daging sapi glonggongan merupakan jenis daging yang dihasilkan 

dari hewan ternak, khususnya sapi, yang mengalami proses penggemukan 

secara tidak wajar dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan, yaitu 

dengan cara dipaksa meminum air dalam jumlah besar secara terus-

menerus dalam waktu singkat sesaat sebelum disembelih, dengan tujuan 

utama untuk meningkatkan bobot tubuh secara artifisial sehingga 

menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi bagi pelaku usaha, 

meskipun tindakan tersebut jelas mengorbankan kualitas dan keamanan 

produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat
60

.  

Praktik semacam ini secara nyata merugikan konsumen karena 

menyebabkan kandungan air dalam daging meningkat secara signifikan, 

yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap tekstur, rasa, serta daya 

tahan produk tersebut, di samping juga menimbulkan potensi risiko 

terhadap kesehatan konsumen akibat kemungkinan adanya pencemaran 

mikroorganisme patogen yang mudah berkembang pada daging berair dan 

tidak segar. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan 

terhadap kepentingan konsumen dari praktik dagang yang merugikan, 

negara melalui perangkat hukumnya, khususnya Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur bentuk-

bentuk perlindungan hukum yang mencakup upaya preventif, kuratif, dan 
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represif guna menjamin terpenuhinya hak konsumen atas produk pangan 

yang aman, sehat, layak konsumsi, dan sesuai dengan informasi serta 

standar yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen  

Berikut bentuk perlindunga hukum bagi konsumen 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengonsumsi barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 

4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Dalam hal peredaran daging sapi glonggongan, hak tersebut 

dilanggar karena produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan 

kelayakan konsumsi. Daging yang diperoleh melalui pemaksaan minum 

air secara berlebihan pada hewan sebelum disembelih berisiko 

mengandung kadar air tinggi dan mikroba berbahaya. Keadaan ini 

membahayakan keselamatan konsumen dan mencederai hak konstitusional 

masyarakat untuk mendapatkan produk pangan yang sehat
61

. 

Konsumen berhak untuk memilih barang dan atau jasa serta 

memperoleh barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, 

kondisi, dan jaminan yang dijanjikan berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf 

b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dalam praktik peredaran daging sapi glonggongan, konsumen tidak diberi 
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informasi tentang kondisi produk yang telah mengalami penambahan air, 

sehingga tidak dapat memilih secara sadar
62

. Tidak terpenuhinya hak untuk 

memilih secara bebas dan rasional merupakan pelanggaran yang 

merugikan secara finansial dan kesehatan. Transparansi menjadi unsur 

penting dalam realisasi hak ini. 

Konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan 

jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan atau jasa sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang menjual daging sapi 

glonggongan tanpa memberikan informasi secara terbuka dan jujur telah 

melanggar ketentuan tersebut. Informasi yang disembunyikan mengenai 

proses glonggongan dan dampaknya terhadap kualitas daging membuat 

konsumen tertipu. Hak atas informasi yang jujur adalah fondasi penting 

dalam transaksi yang berkeadilan antara konsumen dan pelaku usaha
63

. 

Konsumen berhak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan 

terhadap barang dan atau jasa yang dikonsumsi sesuai dengan Pasal 4 

huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan akibat membeli daging sapi 

glonggongan dapat menyampaikan keluhan kepada lembaga perlindungan 

konsumen, dinas terkait, atau pelaku usaha secara langsung. Hak ini 

penting agar suara konsumen diakomodasi dalam proses pembentukan 

kebijakan dan penegakan hukum. Tindakan pelaku usaha yang tidak 

                                                             
62

 Ibid., hlm, 107 
63

 Ibid., hlm, 108 



 

52 

mengindahkan keluhan konsumen berarti mengabaikan prinsip partisipasi 

konsumen dalam pengawasan pasar
64

. 

Konsumen berhak memperoleh advokasi, perlindungan, dan 

penyelesaian sengketa secara patut sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 

huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Apabila konsumen dirugikan oleh pembelian daging sapi 

glonggongan, ia dapat mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen atau lembaga perlindungan konsumen lainnya. 

Negara berkewajiban menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang adil, 

cepat, dan tidak memihak. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui 

mediasi atau pengadilan untuk memastikan hak konsumen dipulihkan 

secara menyeluruh dan seimbang
65

. 

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh pembinaan dan 

pendidikan konsumen sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 huruf f 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Pendidikan konsumen bertujuan membentuk masyarakat yang cerdas, 

kritis, dan mampu membedakan produk yang layak konsumsi dari produk 

manipulatif seperti daging sapi glonggongan. Lembaga pemerintah dan 

organisasi masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk 

memberikan edukasi mengenai risiko kesehatan serta cara mengenali 
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produk bermasalah. Ketidaktahuan konsumen sering kali dimanfaatkan 

oleh pelaku usaha yang tidak beretika
66

. 

Konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara 

benar dan jujur serta tidak diskriminatif sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Dalam praktik peredaran daging sapi 

glonggongan, pelaku usaha memperlakukan konsumen secara tidak adil 

karena memberikan produk yang kualitasnya dimanipulasi. Hal ini 

melanggar prinsip jujur dalam pelayanan dan menciptakan ketidaksetaraan 

dalam hubungan jual beli. Setiap konsumen, tanpa membedakan latar 

belakang, berhak menerima produk dengan kualitas yang sesuai standar 

dan sesuai informasi yang disampaikan. 

Konsumen berhak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan 

atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Apabila konsumen membeli daging sapi 

glonggongan yang kualitasnya rendah atau berdampak negatif terhadap 

kesehatan, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi 

dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau bentuk 

                                                             
66

 Ganjar Pamulyo. Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Daging Sapi 

Glonggongan di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Karina Pondok Gede). Jakarta: 

Univ. Krisnadwipayana, 2015. hlm. 132 



 

54 

kompensasi lain yang adil. Kepastian hukum terhadap hak ini menjamin 

perlindungan konsumen dari praktik kecurangan
67

. 

Konsumen juga memiliki hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 

huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Ketentuan ini mencakup hak-hak konsumen yang termuat 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan 

peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur tentang 

standar keamanan pangan. Daging sapi glonggongan yang melanggar 

ketentuan tersebut dapat dianggap sebagai pangan tidak layak edar. 

Pelanggaran ini menunjukkan pentingnya pengawasan lintas sektor 

terhadap produk yang beredar di pasar. 

Ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk 

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang. Pelaku usaha dilarang menyembunyikan fakta mengenai 

proses glonggongan, kadar air tambahan, serta risiko konsumsi daging 

yang diproses tidak wajar. Kewajiban ini, mencerminkan tanggung jawab 

pelaku usaha terhadap perlindungan hak-hak konsumen. Pelanggaran 

terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, 
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maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum 

nasional di Indonesia
68

. 

Pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan 

kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf a Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Etika 

bisnis mengharuskan produsen atau penjual daging untuk mengedepankan 

kejujuran serta tanggung jawab sosial dalam praktik perdagangan. 

Penjualan daging sapi glonggongan menunjukkan tidak adanya iktikad 

baik karena memanipulasi berat daging demi keuntungan semata. 

Ketidaksesuaian antara nilai barang dan kualitas yang diberikan 

merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip usaha yang bermoral. 

Tindakan semacam ini merugikan konsumen dan mencederai sistem 

perdagangan yang sehat
69

. 

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang sesuai Pasal 7 huruf b Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Informasi 

yang diberikan kepada konsumen harus meliputi asal usul daging, proses 

penyembelihan, dan metode pengawetan yang digunakan. Penjual daging 

glonggongan sering kali tidak mengungkapkan proses penyuntikan air ke 

dalam tubuh hewan, yang dapat memengaruhi mutu dan keamanan produk. 

Ketidakjujuran ini melanggar prinsip keterbukaan dan merugikan 
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konsumen secara finansial serta menimbulkan risiko bagi kesehatan 

masyarakat. 

Pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan penjelasan 

tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang apabila 

diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks 

penjualan daging, penjelasan ini dapat berkaitan dengan cara penyimpanan 

yang tepat, masa konsumsi, dan metode memasak yang aman. Konsumen 

berhak memahami bagaimana daging harus diperlakukan agar aman 

dikonsumsi. Tidak adanya informasi mengenai cara penanganan produk 

secara benar akan membuat konsumen rentan terhadap risiko kesehatan 

yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal
70

. 

Pelaku usaha wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara 

benar, jujur, dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Pelayanan yang dilakukan tanpa menyembunyikan fakta, tanpa 

memperlakukan konsumen secara tidak setara, dan tanpa melakukan 

penipuan mencerminkan tanggung jawab profesional pelaku usaha. Dalam 

praktik penjualan daging glonggongan, pelaku usaha tidak hanya 

melakukan penipuan, tetapi juga tidak menghargai hak konsumen atas 

layanan yang etis. Diskriminasi dalam bentuk informasi yang tidak merata 

pun termasuk bentuk pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. 
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Pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang yang 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mutu daging harus 

memenuhi standar keamanan pangan nasional, termasuk kandungan air, 

tingkat kebersihan, dan proses pemotongan hewan. Daging sapi 

glonggongan tidak memenuhi standar karena kadar air yang berlebih dapat 

mempercepat pembusukan dan menurunkan nilai gizi. Penjual yang 

menawarkan produk di bawah standar telah mengabaikan kewajiban 

hukum serta etika usaha yang bertanggung jawab
71

. 

Pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen 

untuk menguji atau mencoba barang yang diperdagangkan sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus penjualan daging, 

pengujian dapat berupa pengecekan fisik terhadap tekstur dan warna 

daging yang mencerminkan kualitasnya
72

. Pelaku usaha yang melarang 

pemeriksaan atau menutupi kondisi sebenarnya dari daging telah 

melanggar hak konsumen untuk memastikan kualitas barang sebelum 

membeli. Jaminan atas barang juga perlu disampaikan sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap produk yang dipasarkan. 

Pelaku usaha juga berkewajiban memberikan jaminan atau garansi 

atas barang yang dibuat dan diperdagangkan sebagaimana diatur dalam 
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Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Jaminan terhadap produk daging harus 

mencakup kepastian bahwa daging layak konsumsi, bebas dari bahan 

tambahan berbahaya, dan tidak dimanipulasi secara fisik. Daging 

glonggongan merupakan bentuk pelanggaran karena tidak memiliki 

garansi kualitas, bahkan sebaliknya berpotensi membahayakan. Konsumen 

memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila produk 

yang dikonsumsi tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan pelaku 

usaha
73

. 

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi, 

ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan 

barang yang diperdagangkan, sesuai Pasal 7 huruf f Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian 

konsumen akibat mengonsumsi daging glonggongan dapat mencakup 

kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, hingga potensi risiko keracunan
74

. 

Kompensasi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang 

yang sesuai standar. Penolakan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi 

menambah beban konsumen dan mengindikasikan ketidaktundukan 

terhadap norma hukum perlindungan konsumen. 

Pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, 

atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang 
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Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Daging yang 

dijanjikan dalam kondisi segar, sehat, dan layak konsumsi tetapi ternyata 

glonggongan, berarti telah menyalahi perjanjian tidak tertulis antara pelaku 

usaha dan konsumen. Kompensasi dalam hal ini menjadi bentuk 

pemulihan atas kepercayaan yang telah dirusak oleh tindakan curang 

pelaku usaha. Mekanisme ini menciptakan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban dalam transaksi perdagangan
75

. 

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimuat dalam 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen merupakan bagian integral dari sistem hukum yang menjamin 

keadilan dalam praktik usaha. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut 

tidak hanya menimbulkan kerugian konsumen, tetapi juga mencederai 

kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Dalam konteks peredaran 

daging sapi glonggongan, seluruh aspek Pasal 7 dilanggar secara 

sistematis. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar 

menjadi keharusan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif 

dan merata di seluruh wilayah Indonesia. 

Praktik penjualan daging glonggongan merupakan bentuk 

pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan pelaku usaha 

yang menjual daging glonggongan menyalahi prinsip kejujuran dalam 

informasi produk. Konsumen berhak memperoleh barang sesuai dengan 
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standar mutu yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Apabila barang yang 

dijual tidak sesuai dengan pernyataan tersebut, maka hal ini 

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
76

 Pelaku usaha tidak 

hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga melanggar norma hukum yang 

mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen. 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen secara eksplisit melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan 

memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu atau 

pernyataan yang dijanjikan. Daging glonggongan tidak sesuai dengan 

standar kesehatan dan keamanan pangan. Penggunaan air secara 

berlebihan untuk meningkatkan berat daging dapat membahayakan 

kesehatan konsumen. Ketidaksesuaian antara janji mutu dan kondisi 

produk yang sebenarnya merupakan bentuk manipulasi yang merugikan 

konsumen secara ekonomi maupun kesehatan
77

. 

Tindakan memanipulasi berat daging dengan cara glonggongan 

merupakan pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab pelaku usaha. 

Konsumen dirugikan karena membeli daging dengan harga yang tidak 

sebanding dengan kualitas dan kuantitas sebenarnya. Praktik semacam ini 

menciptakan ketidakadilan dalam transaksi jual beli. Konsumen berada 

dalam posisi yang lemah karena tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari 

produk yang dibeli. Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi 
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yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan 

sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung 

jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat produk cacat atau tidak 

sesuai standar. Penjualan daging glonggongan memenuhi unsur produk 

yang tidak sesuai standar. Apabila konsumen mengalami kerugian baik 

materiil maupun immateriil akibat mengonsumsi produk tersebut, pelaku 

usaha wajib memberikan ganti rugi. Ketentuan ini mencerminkan adanya 

perlindungan hukum bagi konsumen atas produk yang membahayakan 

atau tidak layak dikonsumsi
78

. 

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual daging 

glonggongan harus dilakukan secara tegas. Aparat penegak hukum 

memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha berdasarkan 

peraturan yang berlaku. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari 

upaya negara untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam 

kegiatan ekonomi. Negara berkewajiban memberikan jaminan bahwa 

setiap produk yang beredar telah memenuhi standar mutu dan keamanan. 

Pelanggaran terhadap hal tersebut harus mendapatkan sanksi yang sesuai 

guna memberikan efek jera
79

. 
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Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya bersifat moral, tetapi 

juga memiliki konsekuensi hukum. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi 

administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti melanggar 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Perbuatan menjual daging glonggongan 

merupakan bentuk wanprestasi dalam hubungan hukum antara pelaku 

usaha dan konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap produk bergantung 

pada kejujuran pelaku usaha dalam menyediakan barang yang sesuai 

dengan informasi yang diberikan. 

Pelanggaran terhadap Pasal 8 dan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan 

lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang konsumsi. Diperlukan 

peningkatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan 

masyarakat untuk mengawasi praktik-praktik curang dalam perdagangan. 

Edukasi terhadap konsumen juga menjadi langkah penting agar 

masyarakat memiliki pengetahuan untuk membedakan produk yang layak 

dikonsumsi dan yang tidak. Kesadaran kolektif merupakan bagian dari 

strategi perlindungan konsumen secara menyeluruh
80

. 

Aspek keadilan dalam perlindungan konsumen menuntut adanya 

kejelasan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha. Daging glonggongan 

merupakan contoh produk yang tidak hanya merugikan konsumen tetapi 

juga merusak integritas pelaku usaha yang jujur. Kompetisi dalam 
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perdagangan harus dilakukan secara sehat dan tidak menggunakan cara-

cara manipulatif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat untuk 

menindak pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum demi 

keuntungan sepihak. 

Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar dan produk yang 

aman untuk dikonsumsi. Apabila pelaku usaha melanggar hak tersebut, 

maka perlindungan hukum akan berpihak kepada konsumen. Negara 

menjamin bahwa setiap pelaku usaha wajib tunduk pada ketentuan hukum 

yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha. Pelanggaran terhadap 

norma hukum ini tidak hanya merusak hubungan antara produsen dan 

konsumen, tetapi juga berdampak pada kestabilan ekonomi dan kesehatan 

masyarakat secara umum. 

Penjualan daging glonggongan harus dikategorikan sebagai 

pelanggaran serius terhadap hukum perlindungan konsumen. Tindakan ini 

mengandung unsur penipuan dan merugikan konsumen dalam berbagai 

aspek. Pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas menjadi 

langkah strategis dalam mencegah praktik serupa di masa mendatang. 

Penegakan hukum yang konsisten akan membentuk iklim perdagangan 

yang adil, sehat, dan bertanggung jawab. Setiap pelaku usaha wajib 

mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
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Perlindungan Konsumen sebagai pedoman utama dalam kegiatan 

usahanya
81

. 

Sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang menjual daging sapi 

glonggongan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan dalam undang-

undang tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk menindak 

setiap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pelaku usaha yang 

secara sengaja atau lalai menjual barang tidak layak konsumsi dapat 

dikenai sanksi pidana dan perdata. Keberadaan hukum ini menegaskan 

pentingnya akuntabilitas pelaku usaha terhadap produk yang mereka 

hasilkan dan pasarkan kepada masyarakat
82

. 

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dapat dijatuhi pidana 

penjara maksimal lima tahun. Selain sanksi pidana, pelaku usaha juga 

dapat dikenai denda paling banyak sebesar dua miliar rupiah. Ancaman 

pidana tersebut berlaku apabila perbuatan pelaku usaha terbukti 

mengakibatkan kerugian serius terhadap konsumen, termasuk risiko 

terhadap kesehatan akibat konsumsi daging sapi glonggongan. Sanksi 

tersebut bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku usaha agar tidak 

mengulangi perbuatannya
83

. 
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Penjualan daging sapi glonggongan tergolong sebagai bentuk 

pelanggaran serius terhadap hak konsumen atas produk yang aman, sehat, 

dan sesuai standar mutu. Praktik semacam ini mengarah pada penipuan 

dan manipulasi barang demi keuntungan sepihak. Konsumen sebagai pihak 

yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum untuk menuntut ganti rugi. 

Undang-undang memberikan perlindungan penuh kepada konsumen agar 

tidak menjadi korban dari praktik curang dalam transaksi perdagangan. 

Pelaku usaha harus memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan 

yang merugikan masyarakat luas
84

. 

Selain sanksi pidana dan denda, pelaku usaha yang menjual daging 

sapi glonggongan juga wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. 

Kewajiban ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi tersebut harus diberikan 

secara proporsional sesuai dengan bentuk dan besar kerugian yang dialami 

oleh konsumen. Pelaku usaha tidak bisa menghindari tanggung jawab 

hanya dengan alasan ketidaktahuan atau kelalaian. Hukum menuntut 

pertanggungjawaban penuh terhadap dampak dari produk yang beredar di 

masyarakat. 

Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian produk, 

atau perawatan medis apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan 

akibat mengonsumsi daging glonggongan. Pelaku usaha diwajibkan 

memprioritaskan hak konsumen untuk mendapatkan pemulihan secara adil 
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dan cepat. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa setiap kerugian 

akibat perbuatan melawan hukum akan mendapatkan penyelesaian yang 

layak. Kewajiban memberikan ganti rugi juga memperkuat prinsip 

tanggung jawab sosial dalam kegiatan usaha. 
85

Masyarakat perlu diberi 

edukasi mengenai hak hukum mereka apabila dirugikan oleh produk 

tertentu
86

. 

Penegakan Pasal 62 dan Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membutuhkan peran aktif 

dari aparat penegak hukum, lembaga perlindungan konsumen, dan 

masyarakat. Mekanisme pengawasan dan pelaporan terhadap praktik 

dagang yang merugikan harus diperkuat. Konsumen tidak boleh ragu 

melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran produk yang 

mencurigakan seperti daging glonggongan. Aparat penegak hukum 

berkewajiban menindaklanjuti laporan dengan proses hukum yang adil, 

transparan, dan akuntabel. 

Tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar menjadi 

indikator keberpihakan negara dalam menjamin perlindungan konsumen. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

bukan hanya alat regulatif, tetapi juga bentuk kehadiran negara dalam 

menjaga hak warga negara. Konsumen memiliki hak hukum untuk 

mendapatkan produk yang aman, sehat, dan bermutu. Negara bertanggung 
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jawab memastikan bahwa setiap pelaku usaha menjalankan praktik usaha 

yang sesuai dengan norma hukum dan etika perdagangan
87

. 

Sanksi pidana terhadap pelaku usaha tidak hanya bertujuan 

menghukum, tetapi juga untuk mencegah perbuatan serupa di masa 

mendatang. Efek jera menjadi bagian penting dalam sistem hukum 

perlindungan konsumen. Pelaku usaha yang menyadari konsekuensi 

hukum dari perbuatannya diharapkan akan lebih berhati-hati dalam 

menjalankan bisnis. Regulasi yang tegas akan menumbuhkan iklim usaha 

yang sehat dan kompetitif secara jujur. Pengawasan dan penindakan 

hukum yang berkesinambungan menjadi elemen penting dalam 

pelaksanaan perlindungan konsumen. 

Ketentuan hukum ini bersifat preventif sekaligus represif. Preventif 

karena memberikan pedoman bagi pelaku usaha agar tidak melakukan 

pelanggaran. Represif karena memberikan sanksi terhadap pelanggaran 

yang terjadi. Penjualan daging glonggongan mencerminkan rendahnya 

integritas pelaku usaha terhadap kepentingan publik. Praktik tersebut 

menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama tanpa memperhatikan 

keselamatan konsumen. Regulasi seperti Pasal 62 dan Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi 

alat untuk memulihkan keseimbangan dalam hubungan konsumen dan 

produsen. 
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Konsumen sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk 

menggugat pelaku usaha melalui mekanisme peradilan
88

. Gugatan dapat 

diajukan secara perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan 

hukum. Peradilan dapat menjatuhkan putusan untuk memberikan ganti 

rugi dan menghentikan praktik penjualan produk berbahaya. Undang-

undang juga membuka peluang penyelesaian sengketa melalui mediasi 

atau arbitrase yang lebih cepat. Upaya hukum ini memperkuat posisi 

konsumen dalam sistem hukum nasional yang adil dan berkeadilan. 

Konsumen dapat pula mengadukan pelanggaran ke Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional atau lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai 

jembatan antara konsumen dan negara dalam menangani pelanggaran hak 

konsumen. Pemberdayaan lembaga ini menjadi krusial dalam mengawasi 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Keberadaan lembaga ini juga memberikan rasa aman bagi 

masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Mekanisme pengaduan 

harus dibuat mudah, cepat, dan gratis agar semua lapisan masyarakat dapat 

mengaksesnya. 

Sanksi terhadap pelaku usaha juga mengandung nilai edukatif. 

Pelaku usaha yang pernah dijatuhi hukuman akan belajar untuk tidak 

mengulangi kesalahan. Sanksi memiliki efek sistemik yang dapat 

memengaruhi perilaku pelaku usaha lain agar mematuhi hukum. 
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Perlindungan konsumen bukan hanya sekadar teks hukum, tetapi praktik 

nyata dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan sanksi secara adil 

menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara konsumen dan 

pelaku usaha. Keadilan menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum di 

bidang perlindungan konsumen
89

. 

Penegakan hukum tidak akan efektif tanpa kesadaran hukum yang 

tinggi dari masyarakat. Edukasi hukum kepada pelaku usaha dan 

konsumen harus digencarkan agar setiap pihak memahami hak dan 

kewajibannya. Masyarakat perlu mengenal risiko produk glonggongan dan 

langkah hukum yang dapat diambil. Pelaku usaha juga perlu diberikan 

pembinaan agar menjalankan usaha sesuai dengan prinsip hukum dan 

etika. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan 

perlindungan konsumen yang ideal dan berkelanjutan di tengah 

perkembangan ekonomi
90

. 

Regulasi tentang perlindungan konsumen harus diperkuat melalui 

revisi dan pengawasan yang ketat terhadap implementasinya. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah 

memberikan landasan hukum, namun dalam pelaksanaannya masih 

terdapat banyak kendala. Penjualan daging glonggongan adalah salah satu 

contoh konkret dari lemahnya pengawasan terhadap peredaran produk. 

Negara tidak boleh abai terhadap praktik-praktik yang membahayakan 
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konsumen. Ketegasan pemerintah menjadi syarat mutlak untuk 

menciptakan perdagangan yang adil dan aman. 

Setiap pelaku usaha harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam 

memilih sumber produk dan proses produksinya
91

. Praktik curang seperti 

glonggongan muncul karena pelaku usaha mengabaikan tanggung jawab 

hukumnya. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, sikap lalai pun 

dapat dikenai sanksi. Norma hukum menghendaki adanya sikap proaktif 

dari pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk. Pelaku usaha tidak 

dapat beralasan bahwa kerugian konsumen adalah akibat dari faktor di luar 

kendali, apabila terbukti ada kelalaian dalam pengawasan produk. 

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen berlaku tidak hanya terhadap pelaku 

usaha besar, tetapi juga pelaku usaha kecil dan menengah. 
92

Setiap pelaku 

usaha yang menjual produk kepada masyarakat wajib mematuhi ketentuan 

hukum. Penegakan hukum tidak mengenal diskriminasi berdasarkan skala 

usaha. Daging glonggongan dapat dijual oleh siapa pun, dan sanksinya 

tetap berlaku sepanjang perbuatan tersebut merugikan konsumen. 

Kesetaraan dalam penerapan hukum menjadi asas penting dalam 

perlindungan konsumen. 

Lembaga pengawasan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan 

serta dinas kesehatan daerah memiliki peran penting dalam mencegah 
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beredarnya daging glonggongan
93

. Pengawasan berkala terhadap tempat 

pemotongan hewan dan distribusi daging harus dilakukan secara 

sistematis. Koordinasi antar instansi pemerintah menjadi kunci 

keberhasilan perlindungan konsumen. Aparat harus diberdayakan dan 

dilengkapi dengan fasilitas memadai untuk melaksanakan tugas 

pengawasan. Tindakan preventif jauh lebih baik daripada menunggu 

dampak negatif menimpa masyarakat luas. 

Penerapan Pasal 62 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan hukum 

terhadap hak-hak konsumen. Penegakan hukum yang tegas akan 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. 

Perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, 

tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Upaya 

bersama dalam melaporkan, mengawasi, dan menindak pelanggaran akan 

menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan berintegritas tinggi
94

. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen memberikan perlindungan hukum secara komprehensif melalui 

jaminan atas hak-hak konsumen, penegasan kewajiban pelaku usaha, 

pemberian sanksi hukum, serta penyediaan mekanisme penyelesaian 

sengketa
95

. Setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan 
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keselamatan dalam mengonsumsi barang yang diperdagangkan, termasuk 

produk pangan seperti daging. Undang-undang ini juga mewajibkan 

pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur, menjamin mutu 

barang, dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat 

penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Konsumen yang dirugikan akibat pembelian daging sapi 

glonggongan dapat menuntut pertanggungjawaban hukum kepada pelaku 

usaha karena tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan dan pelanggaran 

terhadap standar keamanan pangan. Daging glonggongan merupakan 

produk yang telah dimanipulasi kualitasnya melalui penambahan air secara 

paksa sebelum proses penyembelihan, sehingga tidak memenuhi syarat 

sebagai pangan layak konsumsi. Pelaku usaha yang memperdagangkan 

daging tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dapat dikenai 

sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

B. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Terjadinya Peredaran Daging 

Sapi Glonggongan Di Masyarakat 

Praktik daging sapi merugikan konsumen karena mengurangi kualitas 

daging dan berpotensi membahayakan kesehatan. Pemerintah telah mengambil 

beberapa langkah untuk mencegah peredarannya, meliputi: 

1. Penguatan Regulasi dan Standarisasi 
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengawasan dan pengendalian 

mutu pangan, termasuk produk daging sapi. Dalam regulasi tersebut 

dijelaskan bahwa setiap pangan yang diproduksi dan diedarkan wajib 

memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label. 
96

Daging sapi 

glonggongan yang melalui proses manipulasi kadar air secara tidak wajar 

dapat dikategorikan sebagai pangan yang tidak layak konsumsi. Praktik ini 

melanggar ketentuan mengenai kejujuran dalam penyajian pangan serta 

berisiko membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, penguatan 

regulasi menjadi penting untuk mencegah peredarannya
97

. 

Peraturan perundang-undangan di bidang pangan juga diperkuat 

oleh pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta 

Kementerian Pertanian yang menetapkan standar nasional Indonesia (SNI) 

untuk daging segar. Standar ini mencakup aspek higienitas, komposisi, dan 

teknik pemotongan hewan. Daging yang tidak memenuhi standar tersebut 

dinilai tidak aman untuk dikonsumsi. Daging sapi glonggongan tidak 

sesuai dengan SNI karena kandungan air yang berlebihan mengindikasikan 

adanya pengolahan yang tidak sesuai dengan prinsip kesehatan dan 

keselamatan pangan
98

. 
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Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan turut mendorong sertifikasi halal dan kelayakan rumah potong 

hewan (RPH) sebagai bagian dari sistem pengawasan mutu daging. Rumah 

potong hewan harus memenuhi syarat teknis, sanitasi, dan etika 

penyembelihan yang sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan. 

99
Daging yang berasal dari RPH tidak bersertifikat berisiko terkontaminasi 

dan tidak terlacak kualitasnya. Oleh karena itu, praktik glonggongan 

umumnya dilakukan di luar sistem RPH resmi dan harus dicegah melalui 

penguatan regulasi dan sanksi tegas. 

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan juga mengatur kewajiban pelaku usaha pangan untuk 

menjamin bahwa produk yang diperdagangkan aman, bergizi, bermutu, 

dan tidak membahayakan kesehatan. Dalam hal ini, daging sapi 

glonggongan yang mengandung kadar air tidak normal dianggap 

melanggar prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab produsen terhadap 

konsumen. Oleh karena itu, produsen dan pedagang yang terlibat dalam 

praktik ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan 

peraturan yang berlaku
100

. 

Selain itu, penguatan regulasi perlu disertai dengan edukasi dan 

sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola pasar. 

Konsumen harus diberikan informasi yang jelas tentang cara mengenali 

daging berkualitas dan membedakannya dengan daging glonggongan. 

                                                             
99

https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/2170-bpjph-dan-kementan-pantau-rph-dharma-

jaya-cakung-cek-jaminan-produk-halal Diakses Pada tanggal 26 Agustus 2025 
100

 Ibid., hlm, 660 

https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/2170-bpjph-dan-kementan-pantau-rph-dharma-jaya-cakung-cek-jaminan-produk-halal
https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/2170-bpjph-dan-kementan-pantau-rph-dharma-jaya-cakung-cek-jaminan-produk-halal


 

75 

Pemerintah melalui dinas terkait dapat melakukan inspeksi berkala ke 

pasar-pasar tradisional dan rumah potong hewan untuk memastikan tidak 

ada penyimpangan dalam distribusi daging.
101

 Langkah ini penting untuk 

menciptakan sistem distribusi pangan yang aman dan adil bagi konsumen. 

Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mendukung 

penguatan regulasi ini melalui pengawasan di wilayah masing-masing. 

Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, serta Satuan Polisi Pamong 

Praja memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap praktik 

yang menyimpang. Pemerintah daerah dapat menerbitkan peraturan daerah 

yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, termasuk larangan terhadap 

penjualan daging glonggongan dan pengawasan terhadap peredaran daging 

di pasar. Koordinasi lintas sektor dibutuhkan agar pengawasan berjalan 

optimal
102

. 

Penguatan regulasi dan standarisasi dalam pengawasan pangan 

harus menjadi prioritas nasional mengingat pentingnya aspek kesehatan 

masyarakat. Keberadaan praktik glonggongan merupakan ancaman nyata 

terhadap hak konsumen atas pangan yang aman dan bermutu. Dengan 

menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

secara konsisten dan mendukungnya dengan peraturan teknis dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Pertanian, maka 

perlindungan terhadap konsumen dapat terjamin. Pengawasan yang ketat 
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dan penerapan sanksi menjadi kunci untuk menghentikan praktik ini secara 

menyeluruh.
103

 

2. Penindakan Hukum terhadap Pelaku 

Tindakan hukum terhadap pelaku penjualan daging sapi 

glonggongan merupakan langkah penting dalam perlindungan konsumen. 

Praktik menjual daging glonggongan mengandung unsur penipuan karena 

kandungan air yang berlebihan membuat konsumen tertipu terhadap 

kualitas dan kuantitas daging. Penjual yang dengan sengaja melakukan 

tindakan ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Penindakan bertujuan menciptakan efek jera agar pelaku tidak 

mengulangi perbuatannya. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib 

bertindak tegas dalam menegakkan aturan guna menjaga keamanan pangan 

di masyarakat
104

. 

Sanksi administratif dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang 

menjual daging glonggongan karena telah melanggar ketentuan keamanan 

pangan. Salah satu bentuk sanksi administratif adalah pencabutan izin 

usaha, baik sementara maupun permanen, oleh instansi terkait seperti 

Dinas Perdagangan atau Dinas Ketahanan Pangan. Pemberlakuan sanksi 

ini menjadi bentuk peringatan agar pelaku usaha lebih berhati-hati dan 
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tidak melakukan praktik curang. Penjualan daging glonggongan tidak 

hanya merugikan konsumen tetapi juga mencoreng reputasi pelaku usaha 

dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pasar
105

. 

Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha wajib 

bertanggung jawab atas produk yang diperjualbelikan kepada konsumen. 

Apabila terbukti menjual barang yang tidak sesuai standar keamanan, 

seperti daging glonggongan, maka pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai 

ketentuan Pasal 62. Ancaman pidana tersebut berupa hukuman penjara 

paling lama lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah. Ketentuan 

ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang 

tegas terhadap konsumen dari tindakan penipuan dan manipulasi kualitas 

barang. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga 

memberikan dasar hukum pidana bagi pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan keamanan pangan. Pasal 140 menyatakan bahwa setiap orang 

yang dengan sengaja mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar 

keamanan, mutu, dan gizi dapat dikenai hukuman pidana. Daging 

glonggongan termasuk dalam kategori pangan tidak layak konsumsi 

karena melalui manipulasi kadar air untuk mendapatkan keuntungan 

ekonomi. Penjualan daging semacam ini melanggar prinsip kehati-hatian 
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dan dapat membahayakan kesehatan konsumen dalam jangka pendek 

maupun panjang
106

. 

Ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya dikenai sanksi 

administratif, tetapi juga dapat dikenai tuntutan pidana yang bersifat 

serius. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini harus dilakukan secara 

menyeluruh dan menyasar semua rantai distribusi, termasuk pelaku 

pemotongan, pengepul, dan pedagang di pasar. Proses hukum dapat 

dilakukan melalui pelaporan kepada aparat kepolisian atau dinas terkait, 

dengan dukungan hasil uji laboratorium sebagai bukti. Penindakan ini 

diharapkan dapat memperbaiki tata niaga daging di Indonesia.
107

 

Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama kepolisian memiliki 

kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap 

peredaran pangan berbahaya. Pelaku usaha yang ditemukan menjual 

daging glonggongan dapat langsung ditindak setelah proses penyelidikan 

selesai. Bukti berupa sampel daging, laporan laboratorium, dan kesaksian 

konsumen menjadi dasar dalam proses hukum. Prosedur penegakan hukum 

dapat melibatkan penyitaan barang bukti dan pemanggilan saksi. Langkah 

tegas ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga keamanan 
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pangan dan melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi bahan pangan 

yang tidak layak.
108

 

Sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku penjualan daging 

glonggongan perlu didukung dengan kebijakan penegakan hukum yang 

konsisten. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan mengenai 

karakteristik pelanggaran keamanan pangan agar mampu mengidentifikasi 

dan menindak pelaku dengan tepat. Koordinasi antar instansi seperti 

kepolisian, kejaksaan, dinas perdagangan, dan dinas kesehatan sangat 

penting agar tindakan hukum berjalan secara efisien.
109

 Kebijakan hukum 

yang tegas dan terkoordinasi akan memberikan perlindungan maksimal 

terhadap hak-hak konsumen dan menciptakan pasar yang adil. 

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan tidak 

hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengganggu ekosistem usaha 

yang sehat. Penjual daging yang jujur akan merasa dirugikan apabila 

praktik glonggongan dibiarkan tanpa penindakan. Oleh sebab itu, 

ketegasan hukum menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan 

bagi seluruh pelaku ekonomi. Pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi 

harus dilindungi, sedangkan pelaku curang harus dikenai sanksi agar 
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tercipta iklim usaha yang kondusif dan berorientasi pada kepentingan 

publik
110

. 

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum 

terhadap pelaku daging glonggongan dengan melaporkan temuan atau 

kecurigaan kepada aparat berwenang. Informasi dari konsumen, pedagang 

lain, atau pengelola pasar dapat dijadikan dasar awal penyelidikan. 

Pemerintah perlu membuka kanal pelaporan yang mudah diakses oleh 

masyarakat untuk mempercepat proses penindakan. Peran serta masyarakat 

sebagai pengawas sosial akan memperkuat fungsi pengawasan negara 

dalam menjamin distribusi pangan yang aman dan berkualitas. Sinergi 

antara masyarakat dan negara akan mempercepat pemberantasan praktik 

curang tersebut
111

. 

Penindakan hukum terhadap pelaku daging glonggongan 

merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak. 

Pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat harus 

bekerja sama dalam menegakkan peraturan. Sanksi pidana dan 

administratif harus diterapkan secara proporsional namun tegas agar 

memberikan efek jera. Edukasi dan kampanye publik perlu terus 

digalakkan agar masyarakat menyadari bahaya daging glonggongan dan 

tidak tertipu. Ketegasan hukum adalah kunci utama dalam membangun 

sistem perlindungan konsumen yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. 
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3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat 

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting 

dalam upaya pencegahan peredaran daging sapi glonggongan. Pemerintah 

tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga mendorong 

peningkatan kesadaran konsumen terhadap ciri-ciri daging yang tidak 

layak konsumsi
112

 Informasi mengenai bahaya daging glonggongan perlu 

disampaikan secara luas agar masyarakat mampu membuat keputusan 

yang tepat saat membeli daging. Langkah ini akan membantu memutus 

rantai distribusi produk tidak sehat dari hulu ke hilir, sekaligus 

memperkuat posisi konsumen dalam mengawasi kualitas pangan yang 

beredar di pasar
113

. 

Kampanye “Daging Sehat” merupakan inisiatif yang melibatkan 

kolaborasi antara pemerintah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 

dan media massa. Tujuan kampanye ini adalah memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat untuk mengenali perbedaan antara daging sapi yang 

sehat dan yang telah mengalami proses glonggongan. Beberapa indikator 

yang disosialisasikan meliputi warna daging yang cenderung pucat, tekstur 

yang terlalu lembek, dan adanya air yang menetes secara berlebihan. 

Informasi ini disebarkan melalui brosur, media sosial, televisi, dan 

penyuluhan langsung di pasar-pasar tradisional. 
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Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai lembaga 

independen yang aktif dalam perlindungan konsumen, berperan penting 

dalam menyuarakan hak-hak masyarakat terhadap pangan yang aman dan 

bermutu. Melalui program kampanye dan pelatihan, Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia turut memperkuat literasi konsumen mengenai 

standar mutu pangan
114

. Kerja sama dengan media menjadikan informasi 

lebih cepat tersebar dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. 

Kehadiran informasi yang mudah diakses dapat mengubah pola konsumsi 

masyarakat ke arah yang lebih sehat dan bertanggung jawab. 

Kementerian Pertanian turut mengambil peran strategis dalam 

meningkatkan kesadaran pelaku usaha melalui pelatihan kepada peternak 

dan pedagang daging. Materi pelatihan mencakup praktik peternakan yang 

baik atau Good Farming Practices serta teknik penyembelihan yang sesuai 

standar atau Good Slaughtering Practices. Tujuan pelatihan ini adalah 

memastikan bahwa proses pemotongan hewan dilakukan secara higienis 

dan tidak melibatkan praktik yang merugikan konsumen. Pelatihan juga 

melibatkan penyuluh lapangan agar edukasi dapat menjangkau wilayah-

wilayah pedesaan yang menjadi pusat peternakan
115

. 

Program pelatihan yang diberikan Kementerian Pertanian 

dirancang untuk membentuk kesadaran moral dan etika dalam berusaha di 

bidang peternakan. Dengan adanya pengetahuan yang memadai, peternak 
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dan pedagang diharapkan tidak tergoda melakukan praktik glonggongan 

demi keuntungan sesaat. Proses edukasi ini mengedepankan prinsip 

keberlanjutan dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama 

pembangunan sektor pangan. Pemerintah juga memberikan sertifikasi bagi 

peserta pelatihan sebagai bentuk pengakuan terhadap kepatuhan terhadap 

standar nasional dalam proses produksi daging
116

. 

Edukasi dan sosialisasi yang terstruktur merupakan investasi 

jangka panjang dalam sistem pengawasan pangan nasional. Masyarakat 

yang teredukasi akan menjadi konsumen yang cerdas dan mampu menolak 

produk tidak layak konsumsi. Pedagang dan peternak yang memahami 

pentingnya mutu daging akan lebih taat pada regulasi yang berlaku. 

117
Upaya ini mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Sinergi antara pemerintah, lembaga konsumen, 

pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci dalam mewujudkan keamanan 

pangan secara menyeluruh. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  
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1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging 

sapi glonggongan berdasarkan bagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas hak-hak 

konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan 

produk, serta hak atas ganti rugi. Konsumen yang dirugikan akibat 

pembelian daging sapi glonggongan berhak menuntut pertanggungjawaban 

hukum pelaku usaha karena pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 7. 

Pelaku usaha wajib memberikan informasi jujur dan menjamin mutu 

barang. Jika terbukti melanggar, pelaku usaha dapat dikenai sanksi 

administratif, perdata, atau pidana sesuai Pasal 62 dan Pasal 19 undang-

undang tersebut. 

2. Upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya peredaran daging sapi 

glonggongan di masyarakat melakukan berbagai upaya untuk 

menanggulangi peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat melalui 

penguatan regulasi dan penegakan hukum. Aturan mengenai standar 

keamanan pangan diperjelas melalui kebijakan lintas sektor, termasuk 

keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian 

Pertanian. Penindakan hukum terhadap pelaku dilakukan secara tegas 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengenali ciri-ciri 

daging glonggongan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

memilih produk yang sehat dan layak konsumsi. 
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B. Saran  

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap peredaran daging sapi 

di pasar tradisional maupun modern dengan melibatkan dinas kesehatan, 

dinas peternakan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perlu 

dilakukan revisi terhadap regulasi teknis yang lebih rinci mengenai 

larangan glonggongan dan penerapan sanksi yang lebih efektif bagi pelaku 

usaha yang terbukti melanggar. Pemerintah juga harus meningkatkan 

frekuensi inspeksi mendadak di rumah potong hewan serta memperluas 

kampanye nasional terkait keamanan pangan. Pembentukan sistem 

pelaporan publik berbasis digital juga perlu dipertimbangkan agar 

masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat dan akurat. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat sebagai konsumen diharapkan meningkatkan kesadaran 

hukum dan pengetahuan terkait hak-haknya sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk daging dengan 

memperhatikan kualitas, ciri fisik, dan sumber penjualan yang terpercaya. 

Apabila menemukan indikasi peredaran daging glonggongan, masyarakat 

disarankan segera melaporkan ke instansi terkait atau lembaga 

perlindungan konsumen. Selain itu, masyarakat juga perlu aktif mengikuti 

sosialisasi dan edukasi mengenai pangan sehat serta membentuk 
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komunitas peduli konsumen yang dapat menjadi garda terdepan dalam 

pengawasan peredaran produk di lingkungan sekitar.  
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